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Abstrak 

Problematika perlindungan hukum tenaga kerja terkait pemberian upah (gaji) selama masa pandemik Covid-19. Dalam kasus putusan No. 59/Pdt.Sus-PPHI/2020/PN.Gto, dimana pihak Tergugat (Perusahaan) beranggapan bahwa kondisi pandemik adalah keadaan yang tidak dapat dihindari oleh Tergugat sehingga unsur dalam Pasal 93 ayat (2) huruf f tidak terpenuhi. Sehingga tidak ada keharusan pihak pemberi kerja/perusahaan memberikan upah terhadap pihak tenaga kerja yag dirumahkan. Hal ini menimbulkan kekaburan norma antara UU Ketenagakerjaan dengan SE Menaker No. M/3HK.04/III/2020, terkait pemberian upah harus berdasarkan kesepakatan antara pengusaha dan tenaga kerja. Tujuan penelitian  ini adalah Menganalisis kedudukan SE Menaker No. M/3HK.04/III/2020 sebagai landasan dalam melakukan putusan hakim dalam perkara No. 59/Pdt.Sus-PPHI/2020/PN. Gto., dan menelaah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pekerja dalam perkara No. 59/Pdt.Sus-PPHI/2020/PN.Gto. Metode penulisan ini adalah penulisan yuridis normatif. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan dalam artikel ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non-hukum. Dalam menganalisis dengan metode preskriptif. Hasil penelitian terkait perkara No. 59/Pdt.Sus-PPHI/2020/PN.Gto. mengalami konflik norma pada bentuk perlindungan hukum bagi pemberian upah (gaji) buruh terkait UU Ketenagakerjaan dalam penerapan Pasal 93 ayat (2) huruf f, tetapi dalam SE Menaker No. M/3/HK.04/III/2020 tersebut mengatur bentuk perlindungan hukum bagi buruh terkait pengupahan pada masa pandemik Covid-19. Dalam putusan hakim, landasan hukum yang digunakan dalam berargumentasi yaitu menggunakan peraturan perundang-undangan bukan aturan kebijakan seperti Surat Edaran Menteri. Akibat yuridis atas putusan No. 59/Pdt.Sus-PPHI/2020/PN.Gto. menimbulkan suatu penerapan perlindungan hak buruh belum dapat diterapkan, karena UU Ketenagakerjaan tidak menjelaskan tentang sistem dirumahkannya buruh.
Kata Kunci: Covid-19, pelindungan hukum, tenaga kerja.

Abstract

The problem of legal protection for workers related to the provision of wages (salaries) during the Covid-19 pandemic. In the case of decision No. 59/Pdt.Sus-PPHI/2020/PN.Gto, where the Defendant (the Company) assumes that the pandemic condition is an unavoidable condition by the Defendant so that the elements in Article 93 paragraph (2) letter f are not fulfilled. So that there is no obligation for the employer/company to provide wages to the laid-off workers. This creates a blurring of norms between the Manpower Act and the Minister of Manpower Decree No. M/3HK.04/III/2020, regarding the provision of wages must be based on an agreement between employers and workers. The purpose of this study is to analyze the position of SE Menaker No. M/3HK.04/III/2020 as the basis for making the judge's decision in case No. 59/Pdt.Sus-PPHI/2020/PN. Gto., and examine the legal remedies that can be taken by workers in case No. 59/Pdt.Sus-PPHI/2020/PN.Gto. This writing method is normative juridical writing. The approach used is a statutory approach and a conceptual approach. The legal materials used in this article are primary legal materials, secondary legal materials, and non-legal materials. In analyzing with prescriptive method. The results of research related to case No. 59/Pdt.Sus-PPHI/2020/PN.Gto. experienced a conflict of norms in the form of legal protection for the provision of wages (salaries) for workers related to the Manpower Law in the application of Article 93 paragraph (2) letter f, but in the Decree of the Minister of Manpower No. The M/3/HK.04/III/2020 regulates forms of legal protection for workers related to wages during the Covid-19 pandemic. In the judge's decision, the legal basis used in the argument is to use statutory regulations, not policy rules such as Ministerial Circulars. The juridical consequences of the decision no. 59/Pdt.Sus-PPHI/2020/PN.Gto. giving rise to an application of the protection of workers' rights that cannot be implemented yet, because the Manpower Law does not explain the system for laying off workers.
Keywords: Covid-19, legal protection, labor.
PENDAHULUAN

Dua tahun belakang, semua negara di dunia mengalami permasalahan yang mempengaruhi negara di semua sektor (wisata, manufaktur, ekonomi, transportasi,  pendidikan, politik, sosial dan pangan), akibat Virus Coronavirues Disease (Covid-19). World Health Organization (WHO) adalah organisasi kesehatan dunia bersama PBB pada 31 Desember 2019 menyatakan  tentang adanya wabah kluster pneumonia dengan etiologi tidak jelas yang berasal dari kota Wuhan – China (ZamaaA 2020). Wabah tersebut berkembang pesat hingga diluar kota Wuhan dengan angka kematian yang tinggi, membuat WHO mengeluarkan pernyataan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang Meresahkan Dunia atau disebut KKMD (Public Health Emergency of International Concern/PHEIC) terhadap  Covid-19 sebagai suatu pandemik (Anon 2021).
Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri dari 34 provinsi, dimana persebaran wabah Covid-19 disemua wilayah yaitu terdapat 266.845 terkonfirmasi, 60.431 kasus aktif, 196.196 sembuh, dan 10.218 meninggal berdasar pada data Satuan Tugas Penanganan Covid-19 (Anon 2021). Hal tersebut mempengaruhi beberapa sektor di Indonesia dan mengancam kesejahteraan masyarakat diantaranya, mengakibatkan daya beli masyarakat menurun drastis, banyak perusahaan yang terpaksa menghentikan kegiatan produksinya, melakukan efisiensi pengeluaran perusahaan yaitu salah satunya dengan cara melakukan pengurangan tenaga kerja dengan cara pengurangan jam/hari kerja karyawan, merumahkan karyawan bahkan melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) masal, sehingga berdampak banyak sekali masyarakat yang kehilangan pendapatan dan mata pencahariannya. 
Merumahkan karyawan dan/atau PHK menjadi alternatif pilihan yang sering dilakukan oleh perusahaan untuk menekan pengeluarannya, hal ini semata agar perusahaan dapat tetap bertahan hidup. Tetapi selain dampak yang dialami perusahaan, ternyata terasa juga oleh karyawan yang dirumahkan atau di-PHK yang mengakhibatkan berkurang atau hilangnya pendapatan/pemasukan, sedangkan harga kebutuhan sehari-hari meningkat apalagi saat krisis pandemi Covid-19. 

Beberapa kasus pekerja yang “dirumahkan” (tidak di-PHK, tidak bekerja dan tidak menerima gaji) oleh perusahaan, dalam hal ini kedudukan pekerja sebagai pihak yang membutuhkan dan tidak memiliki kekuasaan. Sehingga aturan terkait perlindungan hak buruh khususnya dalam kondisi pandemi berupa Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan No. M/3/HK.04/III/2020 tentang Perlindungan Pekerja/Buruh Dan Kelangsungan Usaha Dalam Rangkah Pencegahan Dan Penanggulangan Covid-19 (selanjutnya disebut SE Menaker No. M/3/HK.04/III/2020), berkaitan dengan para buruh yang diminta untuk mengusahakan Pencegahan Penyebaran dan Penanganan Kasus Covid-19 di lingkugan kerja dan melaksanakan perlindungan terhadap bentuk pengupahan bagi buruh terkait pandemi Covid-19. SE Menaker No. M/3/HK.04/III/2020 belum dapat menerapkan perlindungan hukum terhadap pekerja, seperti dalam perkara No. 59/Pdt.Sus-PPHI/2020/PN. Gto.  

Perkara No. 59/Pdt.Sus-PPHI/2020/PN. Gto. antara pekerja bernama Selvi Suleman (Penggugat) dengan PT. Paradise Cipta Persada/Paradise Hotel Gorontalo (Tergugat). Penggugat mengajukan surat gugatan yang dibuat tertanggal 3 September 2020 dan terdaftar di Pengadilan Negeri Gorontalo pada Pengadilan Hubungan Industrial dengan Nomor Register 59/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Gto (8 September 2020). Kronologis perkara yaitu:

· 30 Maret 2020, Tergugat mengeluarkan Surat Edaran yang dikirim mlalui WhatsApp tentang Pencegahan Penyebaran Covid-19. Isi Pemberitahuan:

a. Hotel akan tutup sementara sejak 1 April sampai dengan 15 April 2020

b. Hotel akan beroperasi kembali pada 16 April 2020

c. Gaji akan dibayarkan sesuai hari kerja

· 14 April 2020, penggugat menerima WhatsApp kembali tentang perpanjangan waktu self distancing. Isi pemberitahuan:

a. Hotel ditutup kembali sampai 30 April 2020

b. Hotel dibuka kembali 1 Mei 2020

c. Gaji bulan April ditiadakan
· 28 April 2020, perpanjangan social & physical distancing (Covid-19). Isi pemberitahuan:
a. Hotel ditutup kembali sejak 1 Mei 2020 sampai dengan 31 Mei 2020

b. Hotel tidak mendapatkan pemasukan karena sarana transportasi ditutup kareana pandemi Covid-19.
· 29 Mei 2020, perpanjangan social & physical distancing (Covid-19). Isi pemberitahuan:

a. Hotel ditutup kembali sejak 1 Juni 2020 sampai dengan 30 Juni 2020 karena kondisi belum kondusif

· 30 Juni 2020, perpanjangan social & physical distancing (Covid-19). Isi pemberitahuan:

a. Hotel tutup sejak 1 Juli 2020 sampai dengan 31 Juli 2021

· 13 Juli 2020, penggugat melakukan pertemuan secara Bipartit dengan Tergugat, dan tidak mengahsilkan suatu kesepakatan.

· 15 Juli 2020, penggugat melakukan mediasi dengan dibantu mediator dari Dinas Tenaga Kerja Kota Gorontalo, tetapi Tergugat tidak hadir.
· 17 Juli 2020, Tergugat mengeluarkan Surat Pemberitahuan mengenai berakhirnya masa dirumahkan pada tanggal 19 Juli 2020 dan Pengguagt diharap melaksanakan pekerjaannya kembali.

· 22 Juli 2020, penggugat melakukan pertemuan secara Bipartit dengan Tergugat yang diwakili Lk. Hengky Asiku selaku Direktur, dan tidak menghasilkan suatu kesepakatan.

· 30 Juli 2020, penggugat melakukan mediasi dengan dibantu mediator dari Dinas Tenaga Kerja Kota Gorontalo, tetapi Tergugat tidak hadir

· Bulan Juli dan Agustus 2020, pihak Tergugat memanggil 15 buruh yang dirumahkan termasuk Penggugat sebanyak 2 kali unuk bekerja kembali tetapi para buruh dan Penggugat menuntut untuk dibayarkannya gaji selama 3 bulan (April, Mei, Juli), tetapi Tergugat hanya menyetujui membayar 1 kali gaji pada bulan April, 7 buruh menyetujui dan tetap bekerja, sedangkan 8 buruh termasuk Penggugat menolak.

· 8 September 2020, penggugat mendaftarkan surat gugatan di PN. Gorontalo

· 13 Oktober 2020, tergugat mengajukan jawaban gugatan ke Pengadilan

· 25 November 2020, majelis hakim mengeluarkan putusan 59/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Gto, yang berisi:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya

2. Membebankan biaya perkara ini kepada Negara

3. Menetapkan biaya perkara sejumlah Rp. 406.000,00 (empat ratus enam ribu rupiah)

 Penggugat telah bekerja selama 8 tahun 2 bulan, pada akhir bulan Maret 2020 Penggugat dirumahkan secara tiba-tiba tanpa adanya pembicaraan hanya melalui media sosial Whatsapp. Penggugat dirumahkan mulai 30 Maret 2020 sampai 31 Juli 2020 berdasar pada surat edaran yang ditandatangani Owner Kep. 

Penggugat yang merasa tidak terpenuhinya hak buruhnya terkait upah buruh, dan kondisi penggugat mewakili semua kondisi buruh yang lain akibat terdampak Covid-19. Hal tersebut membuat Penggugat melakukan gugatan ke Pengadilan Negeri Gorontalo di Pengadilan Hubungan Industrial Gorontalo, dikarenakan tindakan Tergugat yang tidak membayarkan upah Penggugat tidak sesuai dengan pemaknaan pada Pasal 93 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (selanjutnya disebut UU Ketenagakerjaan), dalam ketentuan Pasal 93 ayat (2) huruf f menjelaskan tentang:

“pekerja/buruh bersedia melakukan pekerjaan yang telah dijanjikan tetapi pengusaha tidak mempekejakannya, baik karena kesalahan sendiri maupun halangan yang seharusnya dapat dihindari pengusaha”

Ada beberapa unsur yang dapat dijabarkan dari Pasal 93 ayat (2) huruf f ini (Sofi Ayu Kurnia Wati 2015): 

a) buruh bersedia untuk melakukan pekerjaannya 

b) Pekerjaan tersebut telah diperjanjikan sebelumnya 

c) Pengusaha tidak mempekerjakannya 

d) Tidak bekerjanya buruh dikarenakan adanya kesalahan sendiri atau adanya halangan yang sebenarnya dapat dihindari oleh pihak pengusaha.

Jika elemen dalam Pasal 93 ayat (3) ini terpenuhi, maka upah harus tetap dibayarkan oleh pengusaha kepada buruh. Dalam hal ini Tergugat beranggapan bahwa kondisi pandemi merupakan keadaan yang tidak dapat dihindari oleh Tergugat. Tetapi Pasal tersebut apabila diimplikasikan dengan SE Menaker No. M/3HK.04/III/2020, maka terdapat suatu ketentuan yang menjadi perlindungan bagi pihak pekerja atau Penggugat. Dalam hal pemberian upah bagi buruh/ pekerja yang terkena Covid-19 telah diatur pada Alinea II angka 1 sampai dengan 3 yang berbunyi:
“1. bagi pekerja/buruh yang dikategorikan sebagai Orang Dalam Pemantauan (ODP) terkait Covid-19 berdasarkan keterangan dokter sehingga tidak dapat masuk kerja paling lama 14 (empat belas) hari kerja atau sesuai standar Kementerian Kesehatan, maka upahnya dibayarkan secara penuh

  2. bagi pekerja/buruh yang dikategorikan kasus suspek Covid-19 dan dikarantina/diisolasi menurut keterangan dokter, maka upahnya dibayarkan secara penuh selama menjalani masa karantina/isolasi

  3. bagi pekerja/buruh yang tidak masuk kerja karena sakit Covid-19 dan dibuktikan dengan keterangan dokter, maka upahnya dibayarkan sesuai peraturan perundang-undangan”

Sedangkan untuk buruh/pekerja yang tidak terkena Covid-19  diatur pada alinea II Angka 4 SE Menaker No. M/3HK.04/III/2020, terkait pemberian upah harus berdasar pada kesepakatan antara pengusaha dengan pekerja/buruh. Ketentuan tersebut menandakan bahwa dalam kondisi pandemi keputusan pemberian upah tidak dapat dilakukan satu pihak (pihak Tergugat) tetapi harus atas kesepakatan kedua belah pihak.

SE Menaker No. M/3HK.04/III/2020 merupakan bentuk aturan kebijakan yang banyak dijadikan buruh/tenaga kerja sebagai dasar dalam melindungi hak-haknya, tetapi hakim dalam melakukan argumentasi hukum akan berlandaskan pada peraturan perundang-undangan. Dalam kasus No. 59/Pdt.Sus-PPHI/2020/PN. Gto. merupakan bagian dari judex facti karena bentuk pemeriksaan yang dilakukan hakim yaitu berupa fakta-faktanya. Dasar pertimbangan yang digunakan hakim diantaranya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003.
Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan pengkajian tentang bentuk perlindungan hukum atas tenaga kerja dalam pandemik Covid-19, dalam bentuk proposal penelitian dengan judul “Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Yang Dirumahkan Akibat Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Putusan No. 59/Pdt.Sus-PPHI/2020/PN. Gto”.

Dari latar belakang tersebut dapat dirumuskan beberapa permasalahan diantaranya Bagaimana kedudukan SE Menaker No. M/3HK.04/III/2020 bagi hakim dalam Putusan No. 59/Pdt.Sus-PPHI/2020/PN. Gto, dan upaya hukum apa yang dapat dilakukan oleh pekerja yang diputus PHK dalam Putusan No. 59/Pdt.Sus-PPHI/2020/PN. Gto.
Isu hukum yang diangkat dalam penelitian ini adalah konflik norma, yakni pertimbangan hakim dalam perkara No. 59/Pdt.Sus-PPHI/2020/PN.Gto. mengalami pertentangan norma pada bentuk perlindungan hukum bagi pemberian upah (gaji) buruh pada masa pandemi Covid-19, terkait UU Nomor 13 Tahun 2003 dalam penerapan Pasal 93 ayat (2) huruf f, dengan SE Menaker No. M/3/HK.04/III/2020.

Tujuan penelitian ini yaitu menganalisis penerapan SE Menaker No. M/3HK.04/III/2020 sebagai landasan dalam melakukan putusan hakim dalam perkara No. 59/Pdt.Sus-PPHI/2020/PN. Gto. Serta menelaah akibat hukum bagi pekerja yang diputus PHK dalam Putusan No. 59/Pdt.Sus-PPHI/2020/PN. Gto.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dala penelitian ini memiliki jenis penelitian hukum yang termasuk dalam kategori  penelitian hukum normatif (yuridis normatif) yaitu dengan menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.  Penelitian ini dilakukan guna untuk mendapatkan bahan-bahan berupa: teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan hukum yang berhubungan dengan pokok bahasan. Ruang lingkup penelitian hukum normatif menurut Soerjono Soekanto meliputi (Mahmudji 2003): 

a. Penelitian terhadap asas-asas hukum. 

b. Penelitian terhadap sistematika hukum. 

c. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum secara vertikal dan horisontal. 

d. Perbandingan hukum. 

e. Sejarah hukum.

Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang menghasilkan pencapaian berupa persepsi yang seharusnya berdasarkan norma (Marzuki 2013). Isu hukum dalam penelitian ini adalah konflik norma antara SE Menaker No. M/3HK.04/III/2020 dengan Pasal 93 ayat (2) huruf f UU Ketenagakerjaan terkait perlindungan hukum tenaga kerja pada perkara No. 59/Pdt.Sus-PPHI/2020/PN. Gto Dalam penelitian ini menggunakan dua pendekatan yaitu statute approach,dan  conceptual approach.

Pendekatan perundang-undangan (statute approach) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang diteliti (Marzuki 2013) selain itu juga melihat bagaimana proses yang dibenarkan dalam peraturan tersebut dan melihat para pihak yang terlibat didalamnya.  Penulisan hukum ini dimaksudkan untuk memahami sekaligus menganalisis secara komprehensif hirarki peraturan perundang-undangan dan asas-asas dalam peraturan perundangundangan.

Pendekatan Kasus (study case) Menurut Marzuki studi kasus adalah mempelajari penerapan  penerapan norma serta kaidah hukum dalam praktek hukum. Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan yang tepat. Penggunaan pendekatan kasus yang perlu dipahami peneliti adalah ratio decidenci,  yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya(Marzuki 2017). Pengertian studi kasus menurut Basuki adalah suatu bentuk penelitian atau studi suatu masalah yang memiliki sifat kekhususan, dapat dilakukan baik dengan pendekatan kualitatif maupun kuantitatif, dengan sasaran perorangan ataupun kelompok, bahkan masyarakat luas (Mufattahah 2008).

Sedangkan, Stake menambahkan bahwa penekanan studi kasus adalah memaksimalkan pemahaman tentang kasus yang dipelajari dan bukan untuk mendapatkan generalisasi, kasusnya dapat bersifat komplek maupun sederhana dan waktu untuk mempelajari dapat pendek atau panjang, tergantung waktu untuk berkonsentrasi (Mufattahah 2008).

Sumber bahan hukum yang digunakan meliputi sumber bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non-hukum. Sumber bahan hukum primer adalah sumber yang berasal dari peraturan perundang-undangan maupun putusan atau kebijakan tata usaha. Bahan hukum primer dalam penelitian ini meliputi:

1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;

4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;

5) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana;

6) Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja Nomor 907/MEN/PPHI-PPPHI/X/2004 Tentang Pencegahan Pemutusan Hubungan Kerja Massal;

7) Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/3/hk.04/III/2020 Tentang Perlindungan Pekerja/Buruh Dan Kelangsungan Usaha Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulngan Covid-19.

Bahan non hukum adalah bahan yang berupa literatur dari non hukum sepanjang berkaitan atau mempunyai relevansi dengan topik masalah yang diteliti. Penulis menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Istilah Hukum, guna mendukung pengunaan istilah-istilah. 


Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan pada penelitian ini yaitu dengan cara studi kepustakaan terhadap sumber-sumber hukum. Pengumpulan bahan hukum primer dilakukan dengan cara mengumpulkan regulasi-regulasi berdasarkan pada hierarki peraturan perundang-undangan. Teknik pengumpulan bahan hukum sekunder dan non-hukum dilakukan dengan cara mengumpulkan pustaka pada perpustakaan maupun tempat-tempat lain.


Teknik analisis yang digunakan adalah dengan melakukan telaah secara mendalam dari isu hukum yang kemudian dipertemukan pada sumber bahan hukum lalu kemudian melihat hubungan-hubungan didalamnya hingga kemudian ditarik kesimpulan untuk menjawab isu hukum yang diteliti dan memberikan penilaian atau preskripsi mengenai apa yang seharusnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan SE Menaker No. M/3/hk.04/III/2020 Terhadap Putusan Hakim Dalam Perkara No. 59/Pdt.Sus-PPHI/2020/PN. Gto. 

Upah adalah salah satu bagian terpenting dalam suatu hubungan kerja, karena dalam pelaksanaan hubungan  pekerjaan ada beberapa makna yang dapat diperoleh pekerja atau buruh (Trimaya 2014). Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, diatur dalam Pasal 1 angka 30 yang berbunyi:

“upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarga atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan”

Pemberian upah buruh dapat berdasarkan pada perjanjian kerja, selama ketentuan upah yang dibayarkan sesuai dengan regulasi yang berlaku. apabila pada perjanjian kerja tersebut bertentangan dengan upah yang ada dalam peraturan perundang-undangan maka yang berlaku peraturan di perundang-undangan. Dewasa ini hal yang berhubungan dengan pengupahan sering menimbulkan suatu perselisihan hubungan industrial yang dalam menyelesaikannnya dibutuhkan Peradilan Hubungan Industrial. Pihak yang dapat melakukan penggugatan di Pengadilan Hubungan Industrial yaitu pihak buruh dan pengusaha untuk melakukan perlindungan hak bagi pihak tersebut, maka harus diperhatikan oleh Pengadilan Hubungan Industrial. Kondisi saat ini memberikan dampak negatif khususnya dalam hal perlindungan hukum tenaga kerja, yang disebabka oleh pandemi Covid-19.

Akhir tahun 2019 menjadi sejarah baru dalam kehidupan bangsa Indonesia juga dunia. Pandemi yang bermula dari kota Wuhan China(Winariani 2020), semua negara di dunia mengalami permasalahan yang mempengaruhi negara di semua sektor (wisata, manufaktur, ekonomi, transportasi,  pendidikan, politik, sosial dan pangan), yaitu Virus Coronavirues Disease (Covid-19) yang disebabkan oleh virus systemic acute respiratory syndrome biasa disebut SARS. Akibatnya banyak kegiatan yang terhambat dan tidak dapat dijalankan selama pandemi tersebut. Hal ini mengakibatkan daya beli masyarakat menurun drastis, banyak perusahaan yang terpaksa menghentikan kegiatan produksinya, melakukan efisiensi pengeluaran perusahaan yaitu salah satunya dengan cara melakukan pengurangan tenaga kerja dengan cara pengurangan jam/hari kerja karyawan, merumahkan karyawan bahkan melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) masal, sehingga berdampak banyak sekali masyarakat yang kehilangan pendapatan dan mata pencahariannya. 
Merumahkan karyawan dan/atau PHK menjadi alternatif pilihan yang sering dilakukan oleh perusahaan untuk menekan pengeluarannya, hal ini semata agar perusahaan dapat tetap bertahan hidup. Tetapi selain dampak yang dialami perusahaan, ternyata terasa juga oleh karyawan yang dirumahkan atau di-PHK yang mengakhibatkan berkurang atau hilangnya pendapatan/pemasukan, sedangkan harga kebutuhan sehari-hari meningkat apalagi saat krisis pandemi Covid-19. 

Beberapa kasus pekerja yang “dirumahkan” (tidak di-PHK, tidak bekerja dan tidak menerima gaji) oleh perusahaan, dalam hal ini kedudukan pekerja sebagai pihak yang membutuhkan dan tidak memiliki kekuasaan. Sehingga aturan terkait perlindungan hak buruh khususnya dalam kondisi pandemi berupa Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan No. M/3/HK.04/III/2020 tentang Perlindungan Pekerja/Buruh Dan Kelangsungan Usaha Dalam Rangkah Pencegahan Dan Penanggulangan Covid-19 (selanjutnya disebut SE Menaker No. M/3/HK.04/III/2020) belum dapat menerapkan perlindungan hukum terhadap pekerja, seperti dalam perkara No. 59/Pdt.Sus-PPHI/2020/PN. Gto.

Perkara yang terjadi antara pekerja bernama Selvi Suleman (Penggugat) dengan PT. Paradise Cipta Persada/Paradise Hotel Gorontalo (Tergugat). Penggugat telah bekerja selama 8 tahun 2 bulan. Pada akhir bulan Maret 2020 Penggugat dirumahkan secara tiba-tiba tanpa adanya pembicaraan hanya melalui media sosial Whatsapp. Penggugat dirumahkan mulai 30 Maret 2020 sampai 31 Juli 2020 berdasar pada surat edaran yang ditandatangani Owner. Dengan perihal “Pencegahan Penyebaran Covid-19”. Pemberitahuan dirumahkan diberikan dengan 5 tahapan, ditahap awal dikatakan gaji akan tetap diberikan, tetapi ditahap perpanjangan berikutnya gaji ditiadakan. Hal tersebut menjadikan Penggugat tidak memiliki kepastian terkait upah/gaji Penggugat. Pada tanggal 13 dan 22 Juli 2020 Penggugat melakukan perundingan Bipartit dengan pihak Direktur, tetapi tidak menghasilkan suatu kesepakatan. 

Tindakan Tergugat yang tidak membayarkan upah Penggugat tidak sesuai dengan pemaknaan pada Pasal 93 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (selanjutnya disebut UU Ketenagakerjaan). Dalam ketentuan Pasal 93 ayat (2) huruf f menjelaskan bahwa:

“pekerja/buruh bersedia melakukan pekerjaan yang telah dijanjikan tetapi pengusaha tidak mempekejakannya, baik karena kesalahan sendiri maupun halangan yang seharusnya dapat dihindari pengusaha.”

Ada beberapa unsur yang dapat dijabarkan dari Pasal 93 ayat (2) huruf f ini(Sofi Ayu Kurnia Wati 2015): 

a) buruh bersedia untuk melakukan pekerjaannya 
b) Pekerjaan tersebut telah diperjanjikan sebelumnya 
c) Pengusaha tidak mempekerjakannya 
d) Tidak bekerjanya buruh dikarenakan adanya kesalahan sendiri atau adanya halangan yang sebenarnya dapat dihindari oleh pihak pengusaha.

Jika elemen dalam Pasal 93 ayat (3) ini terpenuhi, maka upah harus tetap dibayarkan oleh pengusaha kepada buruh. Pemberian upah terhadap pekerja yang berhalangan hadir merupakan penyimpangan dari asas pengupahan yaitu “no work no pay” (asas yang menyatakan bahwa upah tidak dibayar jika tidak bekerja). Asas ini secara emplisit ditegaskan dalam Pasal 93 ayat (1) Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan bahwa :
“upah tidak dibayar apabila pekerja atau buruh tidak melakukan pekerjaan”. 

Asas ini dapat disampingi bahwa yang artinya bahwa undang-undang membebankan kewajiban terhadap pengusaha untuk membayarkan upah walaupun buruh atau pekerja tidak melakukan pekerjaan yang secara tegas diatur dalam Pasal 93 ayat (2). Dalam kondisi pandemi Covid-19, merupakan kondisi diantara pihak pengusaha/pemberi kerja tidak bisa menghindari kondisi tersebut, sehingga pemberlakuan Pasal 93 aya (2) huruf f  Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, tidak berlaku. Persoalannya. Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dibuat oleh pihak legislatif tidak dalam kondisi pandemik Covid-19, sehingga penerapan aturan yang termuat dalam Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tidak menjelaskan terkait perlindungan hak buruh/tenaga kerja selama dirumahkan pihak pengusaha.

Dalam hal ini penulis melakukan penelitian tentang perlindungan pekerja yang dirumahkan akibat pandemi Covid-19 dan melakukan perlindungan terhadap pemberian upah kepada pekerja yang dirumahkan secara penuh dan tidak menguranginnya, dan perusahaan tidak boleh melakukan pemberian upah dengan serta-merta tanpa melakukan kesepakatan oleh buruh/pekerja dan atau serikat buruh/serikat pekerja.

Peraturan perundang-undangan sendiri tidak mengatur / memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan “dirumahkan”. Namun, dalam Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja kepada pimpinan perusahaan di seluruh Indonesia No. SE- 907 / MEN / PHI-PPHI / X / 2004 tentang Pencegahan Pemutusan Hubungan Kerja Massal (“SE 907/2004”) pada butir f disebutkan bahwa Pemutusan Hubungan Kerja harus menjadi upaya terakhir, setelah upaya berikut dilakukan: 

“F. Meninggalkan atau meninggalkan pekerja / buruh secara bergilir untuk sementara waktu”.

Setelah perusahaan menerapkan kebijakan pengurangan / pemotongan gaji, pengurangan fasilitas, penerapan shift kerja, lembur, dan pengurangan jam kerja dan hari kerja, dengan di PHK dapat menjadi alasan efisiensi sebagai pilihan terakhir. Dalam konteks pemecatan, perusahaan dan pekerja memiliki banyak kesalahpahaman tentang pemulangan sementara pekerja. Akibatnya, banyak perusahaan yang memanfaatkan pandemi untuk merumahkan pekerja tidak dibayar, tetapi pekerja tidak berdaya.

Kita harus membedakan antara tidak dibayar karena tidak ada pekerjaan dan dirumahkan. namun dirumahkan, itu awal perusahaan, tidak bisa memberikan hak buruh. Namun, jika tidak ada pekerjaan, pekerja tidak akan menerima upah. Di sini, penting untuk mencapai kesepakatan bersama antara perusahaan dan pekerja. Jangan sampai pekerja merasa dirugikan dan tidak mendapatkan haknya. Pemutusan hubungan kerja (PHK) berbeda dengan pekerja dirumahkan. Hak Pekerja yang dirumahkan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 93 ayat (2) huruf f yang berbunyi: “Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku, dan Pengusaha wajib membayar apabila : pekerja/ buruh bersedia melakukan pekerjaan yang telah dijanjikan tetapi pengusaha tidak mempekerjakannya, baik karena kesalahan sendiri maupun halangan yang seharusnya dapat dihindari pengusaha”. Pekerja yang dirumahkan tetap berhak mendapatkan Upah dan Pengusaha wajib membayar setiap bulannya. Jadi secara hukum dirumahkan memiliki status hukum yag berbeda dengan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Status hukum pekerja yang mengalami dirumahkan masih tetap bekerja sehingga berhak mendapat upah setiap bulannya.

Apapun maksud dari tindakan pengusaha merumahkan pekerjanya, pengusaha tetap berkewajiban membayarkan segala upah dan tunjangan kepada pekerjanya. Baik para pekerja yang dirumahkan dalam rangka mencegah PHK maupun bukan mengarah pada terjadinya PHK. Apabila terdapat pekerja yang merasa dirugikan oleh karena upah tidak dibayar oleh perusahaan selama dirumahkan, maka langkah hukum yang dapat dilakukan ialah melakukan perundingan bipartit terlebih dulu. Dalam hal ini, pekerja/buruh dapat meminta upah penuh kepada pengusaha secara baik-baik. Bila upaya perundingan bipartit gagal, pekerja dapat memilih upaya mediasi atau konsiliasi yang ditawarkan di instansi ketenagakerjaan setempat. Apabila pihak-pihak memilih mediasi atau konsiliasi dan tidak tercapai kesepakatan, dapat membawa perkaranya ke Pengadilan Hubungan Industrial atas dasar perselisihan hak. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (“UU PPHI”).

Kondisi pandemi Covid-19 membuat pemeritah mengeluarkan regulasi baru untuk melindungi hak buruh dengan adanya SE Menaker No. M/3HK.04/III/2020. Terdapat suatu ketentuan yang menjadi perlindungan bagi pihak pekerja atau Penggugat, yaitu pada alinea II Angka 4 SE Menaker No. M/3HK.04/III/2020, terkait pemberian upah harus berdasar pada kesepakatan antara pengusaha dengan pekerja/buruh. Ketentuan tersebut menandakan bahwa dalam kondisi pandemi keputusan pemberian upah tidak dapat dilakukan satu pihak (pihak Tergugat) tetapi harus atas kesepakatan kedua belah pihak. Dalam hal pemberian upah diatur pada Alinea II angka 1 sampai dengan 3 yang berbunyi:
1. “Bagi pekerja/buruh yang dikategorikan sebagai Orang Dalam Pemantauan (ODP) terkait Covid-19 berdasarkan keterangan dokter sehingga tidak dapat masuk kerja paling lama 14 (empat belas) hari kerja atau sesuai standar Kementerian Kesehatan, maka upahnya dibayarkan secara penuh
2. bagi pekerja/buruh yang dikategorikan kasus suspek Covid-19 dan dikarantina/diisolasi menurut keterangan dokter, maka upahnya dibayarkan secara penuh selama menjalani masa karantina/isolasi
3. bagi pekerja/buruh yang tidak masuk kerja karena sakit Covid-19 dan dibuktikan dengan keterangan dokter, maka upahnya dibayarkan sesuai peraturan perundang-undangan.”

Sengketa tersebut memerlukan suatu penyelesaian yang mana harus dilakukan pemutusan oleh pengadilan. Dalam suatu gugatan ada seorang atau lebih dari “merasa” bahwa haknya atau mereka telah dilanggar, akan tetapi orang yang “dirasa” melanggar haknya atau hak mereka itu, tidak mau secara sukarela melakukan sesuatu yang diminta itu. Untuk penentuan siapa yang benar dan berhak, diperlukan adanya suatu putusan hakim. Hakim disini benar-benar berfungsi sebagi hakim yang mengadili daan memutus siapa diantara pihak-pihak tersebut yang benar dan tidak benar. Perkara perdata meliputi baik perkara yang mengandung sengketa maupun yang tidak mengandung sengketa. Setiap pengadilan mempunyai wewenang dan kompetensi masing-masing. Kompetensi berkaitan dengan kewenangan untuk mengadili persoalan tersebut. Hukum acara perdata mengenal dua macam kewenangan, yaitu:(Retnowulan Susantio 1997)
a. Kompetensi absolut atau wewenang mutlak, dan

b. Kompetensi relatif atau wewenang relatif.

Kompetensi absolut atau wewenang mutlak adalah “menyangkut kekuasaan antar badan-badan peradilan, dilihat dari macamnya pengadilan, menyangkut pemberian kekuasaan untuk mengadili, dalam bahasa Belanda disebut attributie van rechtsmachts”. Kompetensi relatif atau wewenang relatif, merupakan “kewenangan yang dimiliki oleh pengadilan untuk mengatur pembagian kekuasaan mengadili antar pengadilan yang serupa, tergantung dari tempat tinggal tergugat”(Sari 2019).

Hal ini diterapkan asas Actor Sequitur Forum Rei artinya “yang berwenang adalah pengadilan negeri tempat tinggal tergugat”. Pengadilan Negeri selaku salah satu kekuasaan kehakiman dilingkungan Peradilan Umum berkaitan dengan wewenang/kewenangan yang sesuai dengan konteks penelitian ini, maka batasan wewenang yang dimaksud adalah kewenangan pengadilan negeri dalam menyelesaikan perselisihan hubungan Industrial. Pengadilan Negeri selaku salah satu kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Umum mempunyai kewenangan sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, dalam Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) menyatakan: “Pengadilan dapat memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum kepada instansi pemerintah didaerahnya, apabila diminta dan selain bertugas dan kewenangan tersebut dalam Pasal 50 dan Pasal 51”. Pengadilan dapat diserahi tugas dan kewenangan lain atau berdasar Pengadilan Hubungan Industrial dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 dan berada pada setiap Kabupaten Kota (Pengadilan Negeri) sampai dengan tahun 2008. 

Terdapat dua jenis tingkatan dalam peradilan Indonesia, jika ditinjau dari cara pengambilan keputusan, yaitu:

1. Judex Facti, “majelis hakim di tingkat pertama yang wajib memeriksa bukti-bukti dari suau kejadian perkara dan menerapkan aturan serta ketentuan hukum lainnya terhadap fakta dari perkara. Lembaga peradilan judex facti adalah Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi” (Arto 2018).
2. Judex Juris, “majelis hakim melakuka pemeriksaan hukum dari suatu perkara dan menerapkan hukum terseebut pada fakta-fakta perkara. Lembaga peradilan judex juris adalah Mahkamah Agung” (Arto 2018).
Perkara Nomor 59/Pdt.Sus-PPHI/2020PN/Gto. merupakan bentuk penyelesaian perkara pada tahap judex facti, dimana hakim dalam mengeluuarkan keputusan berdasarkan penelitian dari fakta-fakta dalam persidangan.
Putusan hakim berlandaskan pada peraturan perundang-undangan, sedangkan pihak penggugat berpendapat baha berdasar pada SE Menaker No. M/3HK.04/III/2020, hakim dapat memberikan perlindungan atas hak-haknya. Persoalannya, Surat Edaran Menteri bukan termasuk dalam lingkup peraturan perundang-undangan. Berdasar pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (selanjutnya disebut Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan), Surat Edaran bukan termasuk jenis per –UU (regeling) dan bukan termasuk keputusan Tata Usaha Negara (beschikking). Surat Edaran Menteri adalah salah satu peraturan kebijakan (beleidsregel) atau dapat dikatakan sebagai peraturan perundang-undangan semu (pseudo wetgeving)(Bastary 2021).
SE yang dikeluarkan oleh pihak kementerian ketenagakerjaan tersebut sebenarnya adalah langkah yang baik atas bentuk perlindungan yang dilakukan terhadap hak-hak para pekerja/buruh, serta tindakan yang cepat dalam penanggulangan Covid-19. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2012 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Instansi Pemerintah menjelaskan bahwa: 

“Surat edaran adalah naskah dinas yang memuat pemberitahuan tentang hal tertentu yang dianggap penting dan mendesak.” 

Permasalahannya adalah dalam konsep Hukum Administrasi Negara kedudukan dan sifat dari Surat Edaran hanya berlaku dalam hal penjelasan suatu aturan (regulasi). Untuk masyarakat umum suatu Surat Edaran dianggap sebagai aturan juga yag memiliki suatu kekuatan hukum tetap sehingga, terkadang masyarakat menjadikan suatu Surat Edaran sebagai landasan atau payung hukum dalam pengajuan gugatan di pengadilan, dalam mencari keadilan. Menurut Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, hierarki peraturan perundang-undangan, yag diatur dala Pasal 7 ayat (1) diataranya meliputi:
(1)  “Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; 

c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;

d. Peraturan Pemerintah; 

e. Peraturan Presiden; 

f. Peraturan Daerah Provinsi; dan 

g. Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota.”

Kekuatan hukumnya secara hirarkis seperti yang dijelaskan dalam huruf a sampai f dalam Pasal 7 (1) Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Sedangkan, Surat Edaran termasuk dalam pembahasan Pasal 8 Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menjelaskan bahwa :
 “Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.”

Dimana Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undamangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan. Sehingga berdasarkan Pasal 7 (1) diatas Surat Edaran tidaklah masuk dalam hierarki peraturan perundang-Undangan. 
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2012 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Instansi Pemerintah (selanjutnya disebut Permen PAN RB tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Instansi Pemerintah), dan Peraturan Kepala Arsip Nasional RI Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas (selanjutnya disebut Perkap Arsip Nasional tentang Pedoman Tata Naskah Dinas), menjelaskan bahwa SE adalah “naskah dinas yang memuat pemberitahuan tentang hal tertentu yang dianggap penting dan mendesak.” Tindakan mendesak yang dimaksud tidak dijelaskan dalam kedua peraturan tersebut diatas. Akan tetapi dijelaskan bahwa SE diterbitkan hanya sebagai pemberitahuan. Sehingga SE hanya dapat dikategorikan sebagai kebijakan (beleidsregel). 

Laica Marzuki menjelaskan terkait pengertian Surat Edaran (Marzuki 1996) yaitu:
 “SE termasuk dalam Peraturan kebijaksanaan dan bukan termasuk dalam perundang-undangan yang sebenarnya, karena badan atau pejabat yang mengeluarkan peraturan kebijaksanaan tersebut tidak memiliki kewenangan pembuatan peraturan (wetgevende bevoegdheid). Namun peraturan kebijakan merupakan sarana hukum Tata Usaha Negara yang bertujuan mendinamisir keberlakuan peraturan perundang-undangan.” 

Penerapan dan kedudukan SE memiliki kedudukan hukum yang sama dengan juklak, juknis, nota dinas, pengumuman, pedoman dan istilah lain yang sejenis. Perundang-undangan semu (pseude-wetgeving) atau beleidsregel (peraturan kebijakan) disebut sebagai peraturan kebijaksanaan karena perundang-undangan semu pada dasarnya memuat suatu garis kebijaksanaan yang ditetapkan sendiri oleh administrasi.” (Belinfante, Boerhanoeddin, and Batoeah 1983).

Pendapat para ahli hukum terkat Surat Edaran adalah sebagai berikut:

1. “Bagir Manan menjelaskan seperti dikutip oleh Yuliandri “Pemerintah Indonesia dalam prakteknya peraturan kebijakan dapat dirumuskan dalam beberapa bentuk yaitu, Keputusan, instruksi, edaran, pengumuman. (Yuliandri 2009)”. 
2. Phillipus M. Hadjon berpendapat  “bahwa produk semacam peraturan kebijaksanaan tidak terlepas dari penggunaan freies ermessen, yakni badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan merumuskan kebijaksanaannya itu dalam berbagai bentuk jurisdische regel, seperti peraturan, pedoman, pengumuman, dan surat edaran dan pengumuman kebijaksanaan” (Hadjon 2001).

Surat Edaran termasuk dalam bagian instrument administrative yang sifatnya internal, dan bertujuan untuk memberi petunjuk terkait norma peraturan perundang-undangan yang sifatnya umum. Isi dalam Surat Edaran tentang penjelasan jadi tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, hal ini diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahu 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Berdasarkan hal tersebut, hakim tidak akan menjadikan SE Menaker No. M/3HK.04/III/2020 sebagai landasan dalam argumentasi hukum untuk memutus suatu perkara karena bukan bagian dalam peraturan perundang-undangan.
Upaya Hukum yang Dapat Dilakukan Oleh Pekerja Yang Diputus PHK Dalam Putusan No. 59/Pdt.Sus-PPHI/2020/PN. Gto.
Upaya hukum dapat ditempuh dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial, selain menggunakan mekanisme penyelesaian perselisihan di jalur non- litigasi (luar pengadilan), penyelesaian perselisihan hubungan industrial juga dapat menggunakan mekanisme penyelesaian perselisihan melalui pengadilan hubungan industrial. Mekanisme penyelesaian perselisihan melalui Pengadilan Hubungan Industrial atau secara litigasi merupakan upaya terakhir jika upaya pertama secara non-litigasi (luar pengadilan) tidak tercapai kesepakatan para pihak atau tidak dapat diselesaikan atau tidak dapat diterima oleh para pihak yang berselisih dalam hubungan industrial. Penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui Pengadilan Hubungan Industrial dilakukan dengan mengajukan ke pengadilan hubungan industrial sebagaimana telah diatur dalam Pasal 81 Undang-Undang tentang Penyelesaian, yang berbunyi:
“Gugatan perselisihan hubungan industrial diajukan kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat pekerja/buruh bekerja”.
Perselisihan Hubungan Industrial yang berhak menentukan gugatan perselisihan hubungan industrial yang selanjutnya diajukan kepada Pengadilan Hubungan Industrial kepada Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat pekerja/buruh bekerja. Pengadilan hubungan hubungan industrial sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 17 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 merupakan pengadilan khusus yang dibentuk di lingkungan pengadilan negeri yang berwenang memeriksa, mengadili dan memberi putusan terhadap perselisihan hubungan industrial yang meliputi perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja serta perselisihan antar serikat pekerja atau serikat buruh dalam satu perusahaan. Pengadilan hubungan industrial terdiri dari pengadilan negeri dan Mahkamah Agung. 
Menurut Undang-undang No. 2 Tahun 2004, pengadilan hubungan industrial pertama kali dibentuk di setiap pengadilan negeri kabupaten atau pengadilan negeri di setiap ibu kota terkait, dan kepada Mahkamah Agung untuk tingkat kasasi. Pengadilan Hubungan Industrial sebagai lembaga penyelesaian perselisihan yang ada di Indonesia saat ini, dalam Pengadilan hubungan Industrial Hakim dituntut untuk tidak hanya harus adil dalam mengambil keputusan, namun juga harus sensitif dengan persoalan buruh, sebagai pihak yang paling lemah dalam hubungan perburuhan. Sesuai dengan karakter perselisihan perburuhan, makin lama sebuah perkara selesai, makin tidak adil pula bagi buruh putusan yang akan dihasilkan oleh Hakim(Khakim 2015). Dalam Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial secara normatif sangat penting agar terwujudnya hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan secara optimal yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila, serta perlunya penyediaan institusi dan mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial dengan asas cepat, tepat, adil dan murah.
Pengadilan tingkat pertama berada pada pengadilan hubungan industrial kepada pengadilan negeri di setiap ibu kota provinsi. Penyelesaian perselisihan hubungan industrial menggunakan dengan hukum acara perdata pada umumnya yang mengacu pada HIR/RBg, kecuali yang telah diatur khusus di dalam Undang- Undang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Pengaturan khusus yang dimaksud di dalam Undang-Undang, antara lain, terdapat dalam Pasal 57, 58, 60, 63, 81, 83, 84, dan 87 Undang-Undang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

Pengadilan hubungan kerja di pengadilan negeri setempat dan pengadilan hubungan kerja di pengadilan negeri terdiri dari Hakim, Hakim ad-Hoc, Panitera Muda, dan Panitera Pengganti. Sedangkan, komposisi hakim Mahkamah Agung terdiri dari Hakim Agung, Hakim Agung Ad-Hoc, dan Panitera. Penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang dilaksanakan oleh Hakim melalui Pengadilan Hubungan Industrial dapat dilakukan melalui pemeriksaan dengan acara biasa dan pemeriksaan dengan acara cepat berdasarkan ketentuan hukum acara perdata. Berdasarkan Undang-Undang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial tahapan penyelesaian perselisihan hubungan industrial dengan dilakukan proses pemeriksaan dengan acara biasa pada pengadilan negeri (tingkat pertama) dengan tahapan penyelesaian sebagai berikut:(Print 1996)
a. Upaya perdamaian;

b. Pembacaan isi gugatan;

c. Jawaban tergugat;

d. Replik;

e. Duplik;

f. Pembuktian;

g. Pemeriksaan saksi-saksi;

h. Kesimpulan (konklusi) dari Penggugat dan Tergugat;

i. Putusan.

Jika salah satu pihak dalam persidangan tidak setuju dengan putusan yang telah ditetapkan oleh hakim, maka para pihak dapat melakukan upaya hukum untuk sesuatu hal tertentu yang melawan putusan hakim. Dalam beracara di pengadilan hubungan industrial tidak berlaku upaya hukum banding pada pengadilan tinggi. Hal ini dimaksudkan agar proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial dapat dilakukan secara cepat, tepat, adil dan murah, untuk mengurangi jenjang penyelesaian yang berkepanjangan. Yang berlaku pada Pengadilan Hubungan Industrial adalah hukum acara perdata yang berlaku pada pengadilan umum, kecuali yang diatur secara khusus dalam undang-undang.

Dalam upaya hukum atas putusan Pengadilan Hubungan Industrial, yakni upaya hukum biasa/kasasi. Adapun jangka waktu pengajuan kasasi adalah 14 hari sejak putusan dibacakan dalam persidangan atau terhitung sejak tanggal menerima pemberitahuan putusan. Jadi pihak penggugat dapat mengajukan upaya hukum berikutnya apabila dapat menunjukkan bukti baru di persidangan.

Dapat dipahami bahwa tidak ada upaya hukum banding dalam Perselisihan Hubungan Industrial (PHI). Putusan Pengadilan Hubungan Industrial yang menyangkut perselisihan hak dan perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dapat langsung dimintakan kasasi ke Mahkamah Agung. Sedangkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial yang menyangkut perselisihan kepentingan dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu Perusahaanmerupakan putusan tingkat pertama dan terakhir yang tidak dapat dimintakan kasasi. Pengaturan tersebut untuk menjamin penyelesaian yang cepat, tepat, adil dan murah.
Jadi pihak Penggugat hanya bisa melakukan upaya kasasi dan PK apabila ingin tetap mempertahankan haknya di Pengadilan. Hal ini harus diimbangi dengan adanya bukti yang memperkuat pengajuan pengajuan lanjutan dari penggugat tersebut.

Bagi pihak yang menang dalam persidangan telah memperoleh keputusan hakim yang menghukum pihak lawannya, maka ia berhak dengan alat-alat yang diperbolehkan oleh Undang-Undang untuk memaksa pihak lawan guna mematuhi keputusan hakim itu. Hak inimemang sudah selayaknya, sebab kalau tidak ada kemungkinan untuk memaksa orang yang dihukum maka Peradilanakan tidak ada gunanya.
PENUTUP

SIMPULAN

Uraian tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa:

1. Kondisi pandemi Covid-19 membuat pemeritah mengeluarkan regulasi baru untuk melindungi hak buruh dengan adanya SE Menaker No. M/3HK.04/III/2020, maka terdapat suatu ketentuan yang menjadi perlindungan bagi pihak pekerja atau Penggugat. Tetapi hakim tidak akan menjadikan SE Menaker No. M/3HK.04/III/2020 sebagai landasan dalam argumentasi hukum untuk memutus suatu perkara karena bukan bagian dalam peraturan perundang-undangan.

2. Tidak ada upaya hukum banding dalam Perselisihan Hubungan Industrial (PHI). Putusan Pengadilan Hubungan Industrial yang menyangkut perselisihan hak dan perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dapat langsung dimintakan kasasi ke Mahkamah Agung. Sedangkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial yang menyangkut perselisihan kepentingan dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu Perusahaanmerupakan putusan tingkat pertama dan terakhir yang tidak dapat dimintakan kasasi. Pengaturan tersebut untuk menjamin penyelesaian yang cepat, tepat, adil dan murah.

SARAN

1. Kepada Pemerintah, harus dapat mememberikan aturan lebih lanjut terkait perlindungan tenaga kerja, yag ana harus disesuaikan dengan kondisi saat pandemi Covid-19
2. Pada tenaga kerja diharapkan mampu memahami kondisi perekonomian saat ini karena dampak dari adanya pandemi Covid-19 dan pihak pengusaha diharapkan dapat melakukan musyawarah terkait setiap kebijakan yang mana terdapat hubungan hak buruh.
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Abstrak 


Problematika perlindungan hukum tenaga kerja terkait pemberian upah (gaji) selama masa pandemik Covid-19. Dalam kasus putusan No. 59/Pdt.Sus-PPHI/2020/PN.Gto, dimana pihak Tergugat (Perusahaan) beranggapan bahwa kondisi pandemik adalah keadaan yang tidak dapat dihindari oleh Tergugat sehingga unsur dalam Pasal 93 ayat (2) huruf f tidak terpenuhi. Sehingga tidak ada keharusan pihak pemberi kerja/perusahaan memberikan upah terhadap pihak tenaga kerja yag dirumahkan. Hal ini menimbulkan kekaburan norma antara UU Ketenagakerjaan dengan SE Menaker No. M/3HK.04/III/2020, terkait pemberian upah harus berdasarkan kesepakatan antara pengusaha dan tenaga kerja. Tujuan penelitian  ini adalah Menganalisis kedudukan SE Menaker No. M/3HK.04/III/2020 sebagai landasan dalam melakukan putusan hakim dalam perkara No. 59/Pdt.Sus-PPHI/2020/PN. Gto., dan menelaah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pekerja dalam perkara No. 59/Pdt.Sus-PPHI/2020/PN.Gto. Metode penulisan ini adalah penulisan yuridis normatif. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan dalam artikel ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non-hukum. Dalam menganalisis dengan metode preskriptif. Hasil penelitian terkait perkara No. 59/Pdt.Sus-PPHI/2020/PN.Gto. mengalami konflik norma pada bentuk perlindungan hukum bagi pemberian upah (gaji) buruh terkait UU Ketenagakerjaan dalam penerapan Pasal 93 ayat (2) huruf f, tetapi dalam SE Menaker No. M/3/HK.04/III/2020 tersebut mengatur bentuk perlindungan hukum bagi buruh terkait pengupahan pada masa pandemik Covid-19. Dalam putusan hakim, landasan hukum yang digunakan dalam berargumentasi yaitu menggunakan peraturan perundang-undangan bukan aturan kebijakan seperti Surat Edaran Menteri. Akibat yuridis atas putusan No. 59/Pdt.Sus-PPHI/2020/PN.Gto. menimbulkan suatu penerapan perlindungan hak buruh belum dapat diterapkan, karena UU Ketenagakerjaan tidak menjelaskan tentang sistem dirumahkannya buruh.


Kata Kunci: Covid-19, pelindungan hukum, tenaga kerja.


Abstract


The problem of legal protection for workers related to the provision of wages (salaries) during the Covid-19 pandemic. In the case of decision No. 59/Pdt.Sus-PPHI/2020/PN.Gto, where the Defendant (the Company) assumes that the pandemic condition is an unavoidable condition by the Defendant so that the elements in Article 93 paragraph (2) letter f are not fulfilled. So that there is no obligation for the employer/company to provide wages to the laid-off workers. This creates a blurring of norms between the Manpower Act and the Minister of Manpower Decree No. M/3HK.04/III/2020, regarding the provision of wages must be based on an agreement between employers and workers. The purpose of this study is to analyze the position of SE Menaker No. M/3HK.04/III/2020 as the basis for making the judge's decision in case No. 59/Pdt.Sus-PPHI/2020/PN. Gto., and examine the legal remedies that can be taken by workers in case No. 59/Pdt.Sus-PPHI/2020/PN.Gto. This writing method is normative juridical writing. The approach used is a statutory approach and a conceptual approach. The legal materials used in this article are primary legal materials, secondary legal materials, and non-legal materials. In analyzing with prescriptive method. The results of research related to case No. 59/Pdt.Sus-PPHI/2020/PN.Gto. experienced a conflict of norms in the form of legal protection for the provision of wages (salaries) for workers related to the Manpower Law in the application of Article 93 paragraph (2) letter f, but in the Decree of the Minister of Manpower No. The M/3/HK.04/III/2020 regulates forms of legal protection for workers related to wages during the Covid-19 pandemic. In the judge's decision, the legal basis used in the argument is to use statutory regulations, not policy rules such as Ministerial Circulars. The juridical consequences of the decision no. 59/Pdt.Sus-PPHI/2020/PN.Gto. giving rise to an application of the protection of workers' rights that cannot be implemented yet, because the Manpower Law does not explain the system for laying off workers.

Keywords: Covid-19, legal protection, labor


PENDAHULUAN


Dua tahun belakang, semua negara di dunia mengalami permasalahan yang mempengaruhi negara di semua sektor (wisata, manufaktur, ekonomi, transportasi,  pendidikan, politik, sosial dan pangan), akibat Virus Coronavirues Disease (Covid-19). World Health Organization (WHO) adalah organisasi kesehatan dunia bersama PBB pada 31 Desember 2019 menyatakan  tentang adanya wabah kluster pneumonia dengan etiologi tidak jelas yang berasal dari kota Wuhan – China (ZamaaA 2020). Wabah tersebut berkembang pesat hingga diluar kota Wuhan dengan angka kematian yang tinggi, membuat WHO mengeluarkan pernyataan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang Meresahkan Dunia atau disebut KKMD (Public Health Emergency of International Concern/PHEIC) terhadap  Covid-19 sebagai suatu pandemik (Anon 2021).

Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri dari 34 provinsi, dimana persebaran wabah Covid-19 disemua wilayah yaitu terdapat 266.845 terkonfirmasi, 60.431 kasus aktif, 196.196 sembuh, dan 10.218 meninggal berdasar pada data Satuan Tugas Penanganan Covid-19 (Anon 2021). Hal tersebut mempengaruhi beberapa sektor di Indonesia dan mengancam kesejahteraan masyarakat diantaranya, mengakibatkan daya beli masyarakat menurun drastis, banyak perusahaan yang terpaksa menghentikan kegiatan produksinya, melakukan efisiensi pengeluaran perusahaan yaitu salah satunya dengan cara melakukan pengurangan tenaga kerja dengan cara pengurangan jam/hari kerja karyawan, merumahkan karyawan bahkan melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) masal, sehingga berdampak banyak sekali masyarakat yang kehilangan pendapatan dan mata pencahariannya. 

Merumahkan karyawan dan/atau PHK menjadi alternatif pilihan yang sering dilakukan oleh perusahaan untuk menekan pengeluarannya, hal ini semata agar perusahaan dapat tetap bertahan hidup. Tetapi selain dampak yang dialami perusahaan, ternyata terasa juga oleh karyawan yang dirumahkan atau di-PHK yang mengakhibatkan berkurang atau hilangnya pendapatan/pemasukan, sedangkan harga kebutuhan sehari-hari meningkat apalagi saat krisis pandemi Covid-19. 


Beberapa kasus pekerja yang “dirumahkan” (tidak di-PHK, tidak bekerja dan tidak menerima gaji) oleh perusahaan, dalam hal ini kedudukan pekerja sebagai pihak yang membutuhkan dan tidak memiliki kekuasaan. Sehingga aturan terkait perlindungan hak buruh khususnya dalam kondisi pandemi berupa Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan No. M/3/HK.04/III/2020 tentang Perlindungan Pekerja/Buruh Dan Kelangsungan Usaha Dalam Rangkah Pencegahan Dan Penanggulangan Covid-19 (selanjutnya disebut SE Menaker No. M/3/HK.04/III/2020), berkaitan dengan para buruh yang diminta untuk mengusahakan Pencegahan Penyebaran dan Penanganan Kasus Covid-19 di lingkugan kerja dan melaksanakan perlindungan terhadap bentuk pengupahan bagi buruh terkait pandemi Covid-19. SE Menaker No. M/3/HK.04/III/2020 belum dapat menerapkan perlindungan hukum terhadap pekerja, seperti dalam perkara No. 59/Pdt.Sus-PPHI/2020/PN. Gto.  


Perkara No. 59/Pdt.Sus-PPHI/2020/PN. Gto. antara pekerja bernama Selvi Suleman (Penggugat) dengan PT. Paradise Cipta Persada/Paradise Hotel Gorontalo (Tergugat). Penggugat mengajukan surat gugatan yang dibuat tertanggal 3 September 2020 dan terdaftar di Pengadilan Negeri Gorontalo pada Pengadilan Hubungan Industrial dengan Nomor Register 59/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Gto (8 September 2020). Kronologis perkara yaitu:


· 30 Maret 2020, Tergugat mengeluarkan Surat Edaran yang dikirim mlalui WhatsApp tentang Pencegahan Penyebaran Covid-19. Isi Pemberitahuan:


a. Hotel akan tutup sementara sejak 1 April sampai dengan 15 April 2020


b. Hotel akan beroperasi kembali pada 16 April 2020


c. Gaji akan dibayarkan sesuai hari kerja


· 14 April 2020, penggugat menerima WhatsApp kembali tentang perpanjangan waktu self distancing. Isi pemberitahuan:


a. Hotel ditutup kembali sampai 30 April 2020


b. Hotel dibuka kembali 1 Mei 2020


c. Gaji bulan April ditiadakan

· 28 April 2020, perpanjangan social & physical distancing (Covid-19). Isi pemberitahuan:

a. Hotel ditutup kembali sejak 1 Mei 2020 sampai dengan 31 Mei 2020


b. Hotel tidak mendapatkan pemasukan karena sarana transportasi ditutup kareana pandemi Covid-19.

· 29 Mei 2020, perpanjangan social & physical distancing (Covid-19). Isi pemberitahuan:


a. Hotel ditutup kembali sejak 1 Juni 2020 sampai dengan 30 Juni 2020 karena kondisi belum kondusif


· 30 Juni 2020, perpanjangan social & physical distancing (Covid-19). Isi pemberitahuan:


a. Hotel tutup sejak 1 Juli 2020 sampai dengan 31 Juli 2021


· 13 Juli 2020, penggugat melakukan pertemuan secara Bipartit dengan Tergugat, dan tidak mengahsilkan suatu kesepakatan.


· 15 Juli 2020, penggugat melakukan mediasi dengan dibantu mediator dari Dinas Tenaga Kerja Kota Gorontalo, tetapi Tergugat tidak hadir.

· 17 Juli 2020, Tergugat mengeluarkan Surat Pemberitahuan mengenai berakhirnya masa dirumahkan pada tanggal 19 Juli 2020 dan Pengguagt diharap melaksanakan pekerjaannya kembali.


· 22 Juli 2020, penggugat melakukan pertemuan secara Bipartit dengan Tergugat yang diwakili Lk. Hengky Asiku selaku Direktur, dan tidak menghasilkan suatu kesepakatan.


· 30 Juli 2020, penggugat melakukan mediasi dengan dibantu mediator dari Dinas Tenaga Kerja Kota Gorontalo, tetapi Tergugat tidak hadir


· Bulan Juli dan Agustus 2020, pihak Tergugat memanggil 15 buruh yang dirumahkan termasuk Penggugat sebanyak 2 kali unuk bekerja kembali tetapi para buruh dan Penggugat menuntut untuk dibayarkannya gaji selama 3 bulan (April, Mei, Juli), tetapi Tergugat hanya menyetujui membayar 1 kali gaji pada bulan April, 7 buruh menyetujui dan tetap bekerja, sedangkan 8 buruh termasuk Penggugat menolak.


· 8 September 2020, penggugat mendaftarkan surat gugatan di PN. Gorontalo


· 13 Oktober 2020, tergugat mengajukan jawaban gugatan ke Pengadilan


· 25 November 2020, majelis hakim mengeluarkan putusan 59/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Gto, yang berisi:


1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya


2. Membebankan biaya perkara ini kepada Negara


3. Menetapkan biaya perkara sejumlah Rp. 406.000,00 (empat ratus enam ribu rupiah)


 Penggugat telah bekerja selama 8 tahun 2 bulan, pada akhir bulan Maret 2020 Penggugat dirumahkan secara tiba-tiba tanpa adanya pembicaraan hanya melalui media sosial Whatsapp. Penggugat dirumahkan mulai 30 Maret 2020 sampai 31 Juli 2020 berdasar pada surat edaran yang ditandatangani Owner Kep. 


Penggugat yang merasa tidak terpenuhinya hak buruhnya terkait upah buruh, dan kondisi penggugat mewakili semua kondisi buruh yang lain akibat terdampak Covid-19. Hal tersebut membuat Penggugat melakukan gugatan ke Pengadilan Negeri Gorontalo di Pengadilan Hubungan Industrial Gorontalo, dikarenakan tindakan Tergugat yang tidak membayarkan upah Penggugat tidak sesuai dengan pemaknaan pada Pasal 93 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (selanjutnya disebut UU Ketenagakerjaan), dalam ketentuan Pasal 93 ayat (2) huruf f menjelaskan tentang:


“pekerja/buruh bersedia melakukan pekerjaan yang telah dijanjikan tetapi pengusaha tidak mempekejakannya, baik karena kesalahan sendiri maupun halangan yang seharusnya dapat dihindari pengusaha”


Ada beberapa unsur yang dapat dijabarkan dari Pasal 93 ayat (2) huruf f ini (Sofi Ayu Kurnia Wati 2015): 


a) buruh bersedia untuk melakukan pekerjaannya 


b) Pekerjaan tersebut telah diperjanjikan sebelumnya 


c) Pengusaha tidak mempekerjakannya 


d) Tidak bekerjanya buruh dikarenakan adanya kesalahan sendiri atau adanya halangan yang sebenarnya dapat dihindari oleh pihak pengusaha.


Jika elemen dalam Pasal 93 ayat (3) ini terpenuhi, maka upah harus tetap dibayarkan oleh pengusaha kepada buruh. Dalam hal ini Tergugat beranggapan bahwa kondisi pandemi merupakan keadaan yang tidak dapat dihindari oleh Tergugat. Tetapi Pasal tersebut apabila diimplikasikan dengan SE Menaker No. M/3HK.04/III/2020, maka terdapat suatu ketentuan yang menjadi perlindungan bagi pihak pekerja atau Penggugat. Dalam hal pemberian upah bagi buruh/ pekerja yang terkena Covid-19 telah diatur pada Alinea II angka 1 sampai dengan 3 yang berbunyi:

“1. bagi pekerja/buruh yang dikategorikan sebagai Orang Dalam Pemantauan (ODP) terkait Covid-19 berdasarkan keterangan dokter sehingga tidak dapat masuk kerja paling lama 14 (empat belas) hari kerja atau sesuai standar Kementerian Kesehatan, maka upahnya dibayarkan secara penuh


  2. bagi pekerja/buruh yang dikategorikan kasus suspek Covid-19 dan dikarantina/diisolasi menurut keterangan dokter, maka upahnya dibayarkan secara penuh selama menjalani masa karantina/isolasi


  3. bagi pekerja/buruh yang tidak masuk kerja karena sakit Covid-19 dan dibuktikan dengan keterangan dokter, maka upahnya dibayarkan sesuai peraturan perundang-undangan”


Sedangkan untuk buruh/pekerja yang tidak terkena Covid-19  diatur pada alinea II Angka 4 SE Menaker No. M/3HK.04/III/2020, terkait pemberian upah harus berdasar pada kesepakatan antara pengusaha dengan pekerja/buruh. Ketentuan tersebut menandakan bahwa dalam kondisi pandemi keputusan pemberian upah tidak dapat dilakukan satu pihak (pihak Tergugat) tetapi harus atas kesepakatan kedua belah pihak.


SE Menaker No. M/3HK.04/III/2020 merupakan bentuk aturan kebijakan yang banyak dijadikan buruh/tenaga kerja sebagai dasar dalam melindungi hak-haknya, tetapi hakim dalam melakukan argumentasi hukum akan berlandaskan pada peraturan perundang-undangan. Dalam kasus No. 59/Pdt.Sus-PPHI/2020/PN. Gto. merupakan bagian dari judex facti karena bentuk pemeriksaan yang dilakukan hakim yaitu berupa fakta-faktanya. Dasar pertimbangan yang digunakan hakim diantaranya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan pengkajian tentang bentuk perlindungan hukum atas tenaga kerja dalam pandemik Covid-19, dalam bentuk proposal penelitian dengan judul “Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Yang Dirumahkan Akibat Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Putusan No. 59/Pdt.Sus-PPHI/2020/PN. Gto”.


Dari latar belakang tersebut dapat dirumuskan beberapa permasalahan diantaranya Bagaimana kedudukan SE Menaker No. M/3HK.04/III/2020 bagi hakim dalam Putusan No. 59/Pdt.Sus-PPHI/2020/PN. Gto, dan upaya hukum apa yang dapat dilakukan oleh pekerja yang diputus PHK dalam Putusan No. 59/Pdt.Sus-PPHI/2020/PN. Gto.

Isu hukum yang diangkat dalam penelitian ini adalah konflik norma, yakni pertimbangan hakim dalam perkara No. 59/Pdt.Sus-PPHI/2020/PN.Gto. mengalami pertentangan norma pada bentuk perlindungan hukum bagi pemberian upah (gaji) buruh pada masa pandemi Covid-19, terkait UU Nomor 13 Tahun 2003 dalam penerapan Pasal 93 ayat (2) huruf f, dengan SE Menaker No. M/3/HK.04/III/2020.


Tujuan penelitian ini yaitu menganalisis penerapan SE Menaker No. M/3HK.04/III/2020 sebagai landasan dalam melakukan putusan hakim dalam perkara No. 59/Pdt.Sus-PPHI/2020/PN. Gto. Serta menelaah akibat hukum bagi pekerja yang diputus PHK dalam Putusan No. 59/Pdt.Sus-PPHI/2020/PN. Gto.

METODE


Metode penelitian yang digunakan dala penelitian ini memiliki jenis penelitian hukum yang termasuk dalam kategori  penelitian hukum normatif (yuridis normatif) yaitu dengan menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. 
 Penelitian ini dilakukan guna untuk mendapatkan bahan-bahan berupa: teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan hukum yang berhubungan dengan pokok bahasan. Ruang lingkup penelitian hukum normatif menurut Soerjono Soekanto meliputi (Mahmudji 2003): 


a. Penelitian terhadap asas-asas hukum. 


b. Penelitian terhadap sistematika hukum. 


c. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum secara vertikal dan horisontal. 


d. Perbandingan hukum. 


e. Sejarah hukum.


Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang menghasilkan pencapaian berupa persepsi yang seharusnya berdasarkan norma (Marzuki 2013). Isu hukum dalam penelitian ini adalah konflik norma antara SE Menaker No. M/3HK.04/III/2020 dengan Pasal 93 ayat (2) huruf f UU Ketenagakerjaan terkait perlindungan hukum tenaga kerja pada perkara No. 59/Pdt.Sus-PPHI/2020/PN. Gto Dalam penelitian ini menggunakan dua pendekatan yaitu statute approach,dan  conceptual approach.


Pendekatan perundang-undangan (statute approach) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang diteliti (Marzuki 2013) selain itu juga melihat bagaimana proses yang dibenarkan dalam peraturan tersebut dan melihat para pihak yang terlibat didalamnya. 
 Penulisan hukum ini dimaksudkan untuk memahami sekaligus menganalisis secara komprehensif hirarki peraturan perundang-undangan dan asas-asas dalam peraturan perundangundangan.


Pendekatan Kasus (study case) Menurut Marzuki studi kasus adalah mempelajari penerapan  penerapan norma serta kaidah hukum dalam praktek hukum. Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan yang tepat. Penggunaan pendekatan kasus yang perlu dipahami peneliti adalah ratio decidenci,  yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya(Marzuki 2017). Pengertian studi kasus menurut Basuki adalah suatu bentuk penelitian atau studi suatu masalah yang memiliki sifat kekhususan, dapat dilakukan baik dengan pendekatan kualitatif maupun kuantitatif, dengan sasaran perorangan ataupun kelompok, bahkan masyarakat luas (Mufattahah 2008).


Sedangkan, Stake menambahkan bahwa penekanan studi kasus adalah memaksimalkan pemahaman tentang kasus yang dipelajari dan bukan untuk mendapatkan generalisasi, kasusnya dapat bersifat komplek maupun sederhana dan waktu untuk mempelajari dapat pendek atau panjang, tergantung waktu untuk berkonsentrasi (Mufattahah 2008).


Sumber bahan hukum yang digunakan meliputi sumber bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non-hukum. Sumber bahan hukum primer adalah sumber yang berasal dari peraturan perundang-undangan maupun putusan atau kebijakan tata usaha. Bahan hukum primer dalam penelitian ini meliputi:


1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;


2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;


3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;


4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;


5) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana;


6) Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja Nomor 907/MEN/PPHI-PPPHI/X/2004 Tentang Pencegahan Pemutusan Hubungan Kerja Massal;


7) Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/3/hk.04/III/2020 Tentang Perlindungan Pekerja/Buruh Dan Kelangsungan Usaha Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulngan Covid-19.


Bahan non hukum adalah bahan yang berupa literatur dari non hukum sepanjang berkaitan atau mempunyai relevansi dengan topik masalah yang diteliti. Penulis menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Istilah Hukum, guna mendukung pengunaan istilah-istilah. 



Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan pada penelitian ini yaitu dengan cara studi kepustakaan terhadap sumber-sumber hukum. Pengumpulan bahan hukum primer dilakukan dengan cara mengumpulkan regulasi-regulasi berdasarkan pada hierarki peraturan perundang-undangan. Teknik pengumpulan bahan hukum sekunder dan non-hukum dilakukan dengan cara mengumpulkan pustaka pada perpustakaan maupun tempat-tempat lain.



Teknik analisis yang digunakan adalah dengan melakukan telaah secara mendalam dari isu hukum yang kemudian dipertemukan pada sumber bahan hukum lalu kemudian melihat hubungan-hubungan didalamnya hingga kemudian ditarik kesimpulan untuk menjawab isu hukum yang diteliti dan memberikan penilaian atau preskripsi mengenai apa yang seharusnya.


HASIL DAN PEMBAHASAN


Kedudukan SE Menaker No. M/3/hk.04/III/2020 Terhadap Putusan Hakim Dalam Perkara No. 59/Pdt.Sus-PPHI/2020/PN. Gto. 


Upah adalah salah satu bagian terpenting dalam suatu hubungan kerja, karena dalam pelaksanaan hubungan  pekerjaan ada beberapa makna yang dapat diperoleh pekerja atau buruh (Trimaya 2014). 
Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, diatur dalam Pasal 1 angka 30 yang berbunyi:


“upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarga atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan”


Pemberian upah buruh dapat berdasarkan pada perjanjian kerja, selama ketentuan upah yang dibayarkan sesuai dengan regulasi yang berlaku. apabila pada perjanjian kerja tersebut bertentangan dengan upah yang ada dalam peraturan perundang-undangan maka yang berlaku peraturan di perundang-undangan. Dewasa ini hal yang berhubungan dengan pengupahan sering menimbulkan suatu perselisihan hubungan industrial yang dalam menyelesaikannnya dibutuhkan Peradilan Hubungan Industrial. Pihak yang dapat melakukan penggugatan di Pengadilan Hubungan Industrial yaitu pihak buruh dan pengusaha untuk melakukan perlindungan hak bagi pihak tersebut, maka harus diperhatikan oleh Pengadilan Hubungan Industrial. Kondisi saat ini memberikan dampak negatif khususnya dalam hal perlindungan hukum tenaga kerja, yang disebabka oleh pandemi Covid-19.


Akhir tahun 2019 menjadi sejarah baru dalam kehidupan bangsa Indonesia juga dunia. Pandemi yang bermula dari kota Wuhan China(Winariani 2020), semua negara di dunia mengalami permasalahan yang mempengaruhi negara di semua sektor (wisata, manufaktur, ekonomi, transportasi,  pendidikan, politik, sosial dan pangan), yaitu Virus Coronavirues Disease (Covid-19) yang disebabkan oleh virus systemic acute respiratory syndrome biasa disebut SARS. Akibatnya banyak kegiatan yang terhambat dan tidak dapat dijalankan selama pandemi tersebut. Hal ini mengakibatkan daya beli masyarakat menurun drastis, banyak perusahaan yang terpaksa menghentikan kegiatan produksinya, melakukan efisiensi pengeluaran perusahaan yaitu salah satunya dengan cara melakukan pengurangan tenaga kerja dengan cara pengurangan jam/hari kerja karyawan, merumahkan karyawan bahkan melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) masal, sehingga berdampak banyak sekali masyarakat yang kehilangan pendapatan dan mata pencahariannya. 

Merumahkan karyawan dan/atau PHK menjadi alternatif pilihan yang sering dilakukan oleh perusahaan untuk menekan pengeluarannya, hal ini semata agar perusahaan dapat tetap bertahan hidup. Tetapi selain dampak yang dialami perusahaan, ternyata terasa juga oleh karyawan yang dirumahkan atau di-PHK yang mengakhibatkan berkurang atau hilangnya pendapatan/pemasukan, sedangkan harga kebutuhan sehari-hari meningkat apalagi saat krisis pandemi Covid-19. 


Beberapa kasus pekerja yang “dirumahkan” (tidak di-PHK, tidak bekerja dan tidak menerima gaji) oleh perusahaan, dalam hal ini kedudukan pekerja sebagai pihak yang membutuhkan dan tidak memiliki kekuasaan. Sehingga aturan terkait perlindungan hak buruh khususnya dalam kondisi pandemi berupa Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan No. M/3/HK.04/III/2020 tentang Perlindungan Pekerja/Buruh Dan Kelangsungan Usaha Dalam Rangkah Pencegahan Dan Penanggulangan Covid-19 (selanjutnya disebut SE Menaker No. M/3/HK.04/III/2020) belum dapat menerapkan perlindungan hukum terhadap pekerja, seperti dalam perkara No. 59/Pdt.Sus-PPHI/2020/PN. Gto.


Perkara yang terjadi antara pekerja bernama Selvi Suleman (Penggugat) dengan PT. Paradise Cipta Persada/Paradise Hotel Gorontalo (Tergugat). Penggugat telah bekerja selama 8 tahun 2 bulan. Pada akhir bulan Maret 2020 Penggugat dirumahkan secara tiba-tiba tanpa adanya pembicaraan hanya melalui media sosial Whatsapp. Penggugat dirumahkan mulai 30 Maret 2020 sampai 31 Juli 2020 berdasar pada surat edaran yang ditandatangani Owner. Dengan perihal “Pencegahan Penyebaran Covid-19”. Pemberitahuan dirumahkan diberikan dengan 5 tahapan, ditahap awal dikatakan gaji akan tetap diberikan, tetapi ditahap perpanjangan berikutnya gaji ditiadakan. Hal tersebut menjadikan Penggugat tidak memiliki kepastian terkait upah/gaji Penggugat. Pada tanggal 13 dan 22 Juli 2020 Penggugat melakukan perundingan Bipartit dengan pihak Direktur, tetapi tidak menghasilkan suatu kesepakatan. 


Tindakan Tergugat yang tidak membayarkan upah Penggugat tidak sesuai dengan pemaknaan pada Pasal 93 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (selanjutnya disebut UU Ketenagakerjaan). Dalam ketentuan Pasal 93 ayat (2) huruf f menjelaskan bahwa:


“pekerja/buruh bersedia melakukan pekerjaan yang telah dijanjikan tetapi pengusaha tidak mempekejakannya, baik karena kesalahan sendiri maupun halangan yang seharusnya dapat dihindari pengusaha.”


Ada beberapa unsur yang dapat dijabarkan dari Pasal 93 ayat (2) huruf f ini(Sofi Ayu Kurnia Wati 2015): 


a) buruh bersedia untuk melakukan pekerjaannya 

b) Pekerjaan tersebut telah diperjanjikan sebelumnya 

c) Pengusaha tidak mempekerjakannya 

d) Tidak bekerjanya buruh dikarenakan adanya kesalahan sendiri atau adanya halangan yang sebenarnya dapat dihindari oleh pihak pengusaha.


Jika elemen dalam Pasal 93 ayat (3) ini terpenuhi, maka upah harus tetap dibayarkan oleh pengusaha kepada buruh. Pemberian upah terhadap pekerja yang berhalangan hadir merupakan penyimpangan dari asas pengupahan yaitu “no work no pay” (asas yang menyatakan bahwa upah tidak dibayar jika tidak bekerja). Asas ini secara emplisit ditegaskan dalam Pasal 93 ayat (1) Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan bahwa :

“upah tidak dibayar apabila pekerja atau buruh tidak melakukan pekerjaan”. 


Asas ini dapat disampingi bahwa yang artinya bahwa undang-undang membebankan kewajiban terhadap pengusaha untuk membayarkan upah walaupun buruh atau pekerja tidak melakukan pekerjaan yang secara tegas diatur dalam Pasal 93 ayat (2). Dalam kondisi pandemi Covid-19, merupakan kondisi diantara pihak pengusaha/pemberi kerja tidak bisa menghindari kondisi tersebut, sehingga pemberlakuan Pasal 93 aya (2) huruf f  Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, tidak berlaku. Persoalannya. Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dibuat oleh pihak legislatif tidak dalam kondisi pandemik Covid-19, sehingga penerapan aturan yang termuat dalam Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tidak menjelaskan terkait perlindungan hak buruh/tenaga kerja selama dirumahkan pihak pengusaha.


Dalam hal ini penulis melakukan penelitian tentang perlindungan pekerja yang dirumahkan akibat pandemi Covid-19 
dan melakukan perlindungan terhadap pemberian upah kepada pekerja yang dirumahkan secara penuh dan tidak menguranginnya, dan perusahaan tidak boleh melakukan pemberian upah dengan serta-merta tanpa melakukan kesepakatan oleh buruh/pekerja dan atau serikat buruh/serikat pekerja.


Peraturan perundang-undangan sendiri tidak mengatur / memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan “dirumahkan”. Namun, dalam Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja kepada pimpinan perusahaan di seluruh Indonesia No. SE- 907 / MEN / PHI-PPHI / X / 2004 tentang Pencegahan Pemutusan Hubungan Kerja Massal (“SE 907/2004”) pada butir f disebutkan bahwa Pemutusan Hubungan Kerja harus menjadi upaya terakhir, setelah upaya berikut dilakukan: 


“F. Meninggalkan atau meninggalkan pekerja / buruh secara bergilir untuk sementara waktu”.


Setelah perusahaan menerapkan kebijakan pengurangan / pemotongan gaji, pengurangan fasilitas, penerapan shift kerja, lembur, dan pengurangan jam kerja dan hari kerja, dengan di PHK dapat menjadi alasan efisiensi sebagai pilihan terakhir. Dalam konteks pemecatan, perusahaan dan pekerja memiliki banyak kesalahpahaman tentang pemulangan sementara pekerja. Akibatnya, banyak perusahaan yang memanfaatkan pandemi untuk merumahkan pekerja tidak dibayar, tetapi pekerja tidak berdaya.


Kita harus membedakan antara tidak dibayar karena tidak ada pekerjaan dan dirumahkan. namun dirumahkan, itu awal perusahaan, tidak bisa memberikan hak buruh. Namun, jika tidak ada pekerjaan, pekerja tidak akan menerima upah. Di sini, penting untuk mencapai kesepakatan bersama antara perusahaan dan pekerja. Jangan sampai pekerja merasa dirugikan dan tidak mendapatkan haknya. Pemutusan hubungan kerja (PHK) berbeda dengan pekerja dirumahkan. Hak Pekerja yang dirumahkan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 93 ayat (2) huruf f yang berbunyi: “Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku, dan Pengusaha wajib membayar apabila : pekerja/ buruh bersedia melakukan pekerjaan yang telah dijanjikan tetapi pengusaha tidak mempekerjakannya, baik karena kesalahan sendiri maupun halangan yang seharusnya dapat dihindari pengusaha”. Pekerja yang dirumahkan tetap berhak mendapatkan Upah dan Pengusaha wajib membayar setiap bulannya. Jadi secara hukum dirumahkan memiliki status hukum yag berbeda dengan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Status hukum pekerja yang mengalami dirumahkan masih tetap bekerja sehingga berhak mendapat upah setiap bulannya.


Apapun maksud dari tindakan pengusaha merumahkan pekerjanya, pengusaha tetap berkewajiban membayarkan segala upah dan tunjangan kepada pekerjanya. Baik para pekerja yang dirumahkan dalam rangka mencegah PHK maupun bukan mengarah pada terjadinya PHK. Apabila terdapat pekerja yang merasa dirugikan oleh karena upah tidak dibayar oleh perusahaan selama dirumahkan, maka langkah hukum yang dapat dilakukan ialah melakukan perundingan bipartit terlebih dulu. Dalam hal ini, pekerja/buruh dapat meminta upah penuh kepada pengusaha secara baik-baik. Bila upaya perundingan bipartit gagal, pekerja dapat memilih upaya mediasi atau konsiliasi yang ditawarkan di instansi ketenagakerjaan setempat. Apabila pihak-pihak memilih mediasi atau konsiliasi dan tidak tercapai kesepakatan, dapat membawa perkaranya ke Pengadilan Hubungan Industrial atas dasar perselisihan hak. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (“UU PPHI”).


Kondisi pandemi Covid-19 membuat pemeritah mengeluarkan regulasi baru untuk melindungi hak buruh dengan adanya SE Menaker No. M/3HK.04/III/2020. Terdapat suatu ketentuan yang menjadi perlindungan bagi pihak pekerja atau Penggugat, yaitu pada alinea II Angka 4 SE Menaker No. M/3HK.04/III/2020, terkait pemberian upah harus berdasar pada kesepakatan antara pengusaha dengan pekerja/buruh. Ketentuan tersebut menandakan bahwa dalam kondisi pandemi keputusan pemberian upah tidak dapat dilakukan satu pihak (pihak Tergugat) tetapi harus atas kesepakatan kedua belah pihak. Dalam hal pemberian upah diatur pada Alinea II angka 1 sampai dengan 3 yang berbunyi:

1. “Bagi pekerja/buruh yang dikategorikan sebagai Orang Dalam Pemantauan (ODP) terkait Covid-19 berdasarkan keterangan dokter sehingga tidak dapat masuk kerja paling lama 14 (empat belas) hari kerja atau sesuai standar Kementerian Kesehatan, maka upahnya dibayarkan secara penuh

2. bagi pekerja/buruh yang dikategorikan kasus suspek Covid-19 dan dikarantina/diisolasi menurut keterangan dokter, maka upahnya dibayarkan secara penuh selama menjalani masa karantina/isolasi

3. bagi pekerja/buruh yang tidak masuk kerja karena sakit Covid-19 dan dibuktikan dengan keterangan dokter, maka upahnya dibayarkan sesuai peraturan perundang-undangan.”

Sengketa tersebut memerlukan suatu penyelesaian yang mana harus dilakukan pemutusan oleh pengadilan. Dalam suatu gugatan ada seorang atau lebih dari “merasa” bahwa haknya atau mereka telah dilanggar, akan tetapi orang yang “dirasa” melanggar haknya atau hak mereka itu, tidak mau secara sukarela melakukan sesuatu yang diminta itu. Untuk penentuan siapa yang benar dan berhak, diperlukan adanya suatu putusan hakim. Hakim disini benar-benar berfungsi sebagi hakim yang mengadili daan memutus siapa diantara pihak-pihak tersebut yang benar dan tidak benar. Perkara perdata meliputi baik perkara yang mengandung sengketa maupun yang tidak mengandung sengketa. Setiap pengadilan mempunyai wewenang dan kompetensi masing-masing. Kompetensi berkaitan dengan kewenangan untuk mengadili persoalan tersebut. Hukum acara perdata mengenal dua macam kewenangan, yaitu:(Retnowulan Susantio 1997)

a. Kompetensi absolut atau wewenang mutlak, dan


b. Kompetensi relatif atau wewenang relatif.

Kompetensi absolut atau wewenang mutlak adalah “menyangkut kekuasaan antar badan-badan peradilan, dilihat dari macamnya pengadilan, menyangkut pemberian kekuasaan untuk mengadili, dalam bahasa Belanda disebut attributie van rechtsmachts”. Kompetensi relatif atau wewenang relatif, merupakan “kewenangan yang dimiliki oleh pengadilan untuk mengatur pembagian kekuasaan mengadili antar pengadilan yang serupa, tergantung dari tempat tinggal tergugat”(Sari 2019).


Hal ini diterapkan asas Actor Sequitur Forum Rei artinya “yang berwenang adalah pengadilan negeri tempat tinggal tergugat”. Pengadilan Negeri selaku salah satu kekuasaan kehakiman dilingkungan Peradilan Umum berkaitan dengan wewenang/kewenangan yang sesuai dengan konteks penelitian ini, maka batasan wewenang yang dimaksud adalah kewenangan pengadilan negeri dalam menyelesaikan perselisihan hubungan Industrial. Pengadilan Negeri selaku salah satu kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Umum mempunyai kewenangan sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, dalam Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) menyatakan: “Pengadilan dapat memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum kepada instansi pemerintah didaerahnya, apabila diminta dan selain bertugas dan kewenangan tersebut dalam Pasal 50 dan Pasal 51”. Pengadilan dapat diserahi tugas dan kewenangan lain atau berdasar Pengadilan Hubungan Industrial dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 dan berada pada setiap Kabupaten Kota (Pengadilan Negeri) sampai dengan tahun 2008. 


Terdapat dua jenis tingkatan dalam peradilan Indonesia, jika ditinjau dari cara pengambilan keputusan, yaitu:


1. Judex Facti, “majelis hakim di tingkat pertama yang wajib memeriksa bukti-bukti dari suau kejadian perkara dan menerapkan aturan serta ketentuan hukum lainnya terhadap fakta dari perkara. Lembaga peradilan judex facti adalah Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi” (Arto 2018).

2. Judex Juris, “majelis hakim melakuka pemeriksaan hukum dari suatu perkara dan menerapkan hukum terseebut pada fakta-fakta perkara. Lembaga peradilan judex juris adalah Mahkamah Agung” (Arto 2018).

Perkara Nomor 59/Pdt.Sus-PPHI/2020PN/Gto. merupakan bentuk penyelesaian perkara pada tahap judex facti, dimana hakim dalam mengeluuarkan keputusan berdasarkan penelitian dari fakta-fakta dalam persidangan.

Putusan hakim berlandaskan pada peraturan perundang-undangan, sedangkan pihak penggugat berpendapat baha berdasar pada SE Menaker No. M/3HK.04/III/2020, hakim dapat memberikan perlindungan atas hak-haknya. Persoalannya, Surat Edaran Menteri bukan termasuk dalam lingkup peraturan perundang-undangan. Berdasar pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (selanjutnya disebut Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan), Surat Edaran bukan termasuk jenis per –UU (regeling) dan bukan termasuk keputusan Tata Usaha Negara (beschikking). Surat Edaran Menteri adalah salah satu peraturan kebijakan (beleidsregel) atau dapat dikatakan sebagai peraturan perundang-undangan semu (pseudo wetgeving)(Bastary 2021).

SE yang dikeluarkan oleh pihak kementerian ketenagakerjaan tersebut sebenarnya adalah langkah yang baik atas bentuk perlindungan yang dilakukan terhadap hak-hak para pekerja/buruh, serta tindakan yang cepat dalam penanggulangan Covid-19. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2012 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Instansi Pemerintah menjelaskan bahwa: 


“Surat edaran adalah naskah dinas yang memuat pemberitahuan tentang hal tertentu yang dianggap penting dan mendesak.” 


Permasalahannya adalah dalam konsep Hukum Administrasi Negara kedudukan dan sifat dari Surat Edaran hanya berlaku dalam hal penjelasan suatu aturan (regulasi). Untuk masyarakat umum suatu Surat Edaran dianggap sebagai aturan juga yag memiliki suatu kekuatan hukum tetap sehingga, terkadang masyarakat menjadikan suatu Surat Edaran sebagai landasan atau payung hukum dalam pengajuan gugatan di pengadilan, dalam mencari keadilan. Menurut Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, hierarki peraturan perundang-undangan, yag diatur dala Pasal 7 ayat (1) diataranya meliputi:

(1)  “Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:


a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 


b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; 


c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;


d. Peraturan Pemerintah; 


e. Peraturan Presiden; 


f. Peraturan Daerah Provinsi; dan 


g. Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota.”


Kekuatan hukumnya secara hirarkis seperti yang dijelaskan dalam huruf a sampai f dalam Pasal 7 (1) Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Sedangkan, Surat Edaran termasuk dalam pembahasan Pasal 8 Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menjelaskan bahwa :

 “Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.”


Dimana Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undamangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan. Sehingga berdasarkan Pasal 7 (1) diatas Surat Edaran tidaklah masuk dalam hierarki peraturan perundang-Undangan. 

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2012 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Instansi Pemerintah (selanjutnya disebut Permen PAN RB tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Instansi Pemerintah), dan Peraturan Kepala Arsip Nasional RI Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas (selanjutnya disebut Perkap Arsip Nasional tentang Pedoman Tata Naskah Dinas), menjelaskan bahwa SE adalah “naskah dinas yang memuat pemberitahuan tentang hal tertentu yang dianggap penting dan mendesak.” Tindakan mendesak yang dimaksud tidak dijelaskan dalam kedua peraturan tersebut diatas. Akan tetapi dijelaskan bahwa SE diterbitkan hanya sebagai pemberitahuan. Sehingga SE hanya dapat dikategorikan sebagai kebijakan (beleidsregel). 


Laica Marzuki menjelaskan terkait pengertian Surat Edaran (Marzuki 1996) yaitu:

 “SE termasuk dalam Peraturan kebijaksanaan dan bukan termasuk dalam perundang-undangan yang sebenarnya, karena badan atau pejabat yang mengeluarkan peraturan kebijaksanaan tersebut tidak memiliki kewenangan pembuatan peraturan (wetgevende bevoegdheid). Namun peraturan kebijakan merupakan sarana hukum Tata Usaha Negara yang bertujuan mendinamisir keberlakuan peraturan perundang-undangan.” 


Penerapan dan kedudukan SE memiliki kedudukan hukum yang sama dengan juklak, juknis, nota dinas, pengumuman, pedoman dan istilah lain yang sejenis. Perundang-undangan semu (pseude-wetgeving) atau beleidsregel (peraturan kebijakan) disebut sebagai peraturan kebijaksanaan karena perundang-undangan semu pada dasarnya memuat suatu garis kebijaksanaan yang ditetapkan sendiri oleh administrasi.” (Belinfante, Boerhanoeddin, and Batoeah 1983).


Pendapat para ahli hukum terkat Surat Edaran adalah sebagai berikut:


1. “Bagir Manan menjelaskan seperti dikutip oleh Yuliandri “Pemerintah Indonesia dalam prakteknya peraturan kebijakan dapat dirumuskan dalam beberapa bentuk yaitu, Keputusan, instruksi, edaran, pengumuman. (Yuliandri 2009)”. 

2. Phillipus M. Hadjon berpendapat  “bahwa produk semacam peraturan kebijaksanaan tidak terlepas dari penggunaan freies ermessen, yakni badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan merumuskan kebijaksanaannya itu dalam berbagai bentuk jurisdische regel, seperti peraturan, pedoman, pengumuman, dan surat edaran dan pengumuman kebijaksanaan” (Hadjon 2001).


Surat Edaran termasuk dalam bagian instrument administrative yang sifatnya internal, dan bertujuan untuk memberi petunjuk terkait norma peraturan perundang-undangan yang sifatnya umum. Isi dalam Surat Edaran tentang penjelasan jadi tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, hal ini diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahu 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.


Berdasarkan hal tersebut, hakim tidak akan menjadikan SE Menaker No. M/3HK.04/III/2020 sebagai landasan dalam argumentasi hukum untuk memutus suatu perkara karena bukan bagian dalam peraturan perundang-undangan.

Upaya Hukum yang Dapat Dilakukan Oleh Pekerja Yang Diputus PHK Dalam Putusan No. 59/Pdt.Sus-PPHI/2020/PN. Gto.

Upaya hukum dapat ditempuh dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial, selain menggunakan mekanisme penyelesaian perselisihan di jalur non- litigasi (luar pengadilan), penyelesaian perselisihan hubungan industrial juga dapat menggunakan mekanisme penyelesaian perselisihan melalui pengadilan hubungan industrial. Mekanisme penyelesaian perselisihan melalui Pengadilan Hubungan Industrial atau secara litigasi merupakan upaya terakhir jika upaya pertama secara non-litigasi (luar pengadilan) tidak tercapai kesepakatan para pihak atau tidak dapat diselesaikan atau tidak dapat diterima oleh para pihak yang berselisih dalam hubungan industrial. Penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui Pengadilan Hubungan Industrial dilakukan dengan mengajukan ke pengadilan hubungan industrial sebagaimana telah diatur dalam Pasal 81 Undang-Undang tentang Penyelesaian
, yang berbunyi:

“Gugatan perselisihan hubungan industrial diajukan kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat pekerja/buruh bekerja”.

Perselisihan Hubungan Industrial yang berhak menentukan gugatan perselisihan hubungan industrial yang selanjutnya diajukan kepada Pengadilan Hubungan Industrial kepada Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat pekerja/buruh bekerja. Pengadilan hubungan hubungan industrial sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 17 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 merupakan pengadilan khusus yang dibentuk di lingkungan pengadilan negeri yang berwenang memeriksa, mengadili dan memberi putusan terhadap perselisihan hubungan industrial yang meliputi perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja serta perselisihan antar serikat pekerja atau serikat buruh dalam satu perusahaan. Pengadilan hubungan industrial terdiri dari pengadilan negeri dan Mahkamah Agung. 

Menurut Undang-undang No. 2 Tahun 2004, pengadilan hubungan industrial pertama kali dibentuk di setiap pengadilan negeri kabupaten atau pengadilan negeri di setiap ibu kota terkait, dan kepada Mahkamah Agung untuk tingkat kasasi. Pengadilan Hubungan Industrial sebagai lembaga penyelesaian perselisihan yang ada di Indonesia saat ini, dalam Pengadilan hubungan Industrial Hakim dituntut untuk tidak hanya harus adil dalam mengambil keputusan, namun juga harus sensitif dengan persoalan buruh, sebagai pihak yang paling lemah dalam hubungan perburuhan. Sesuai dengan karakter perselisihan perburuhan, makin lama sebuah perkara selesai, makin tidak adil pula bagi buruh putusan yang akan dihasilkan oleh Hakim(Khakim 2015). Dalam Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial secara normatif sangat penting agar terwujudnya hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan secara optimal yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila, serta perlunya penyediaan institusi dan mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial dengan asas cepat, tepat, adil dan murah.

Pengadilan tingkat pertama berada pada pengadilan hubungan industrial kepada pengadilan negeri di setiap ibu kota provinsi. Penyelesaian perselisihan hubungan industrial menggunakan dengan hukum acara perdata pada umumnya yang mengacu pada HIR/RBg, kecuali yang telah diatur khusus di dalam Undang- Undang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Pengaturan khusus yang dimaksud di dalam Undang-Undang, antara lain, terdapat dalam Pasal 57, 58, 60, 63, 81, 83, 84, dan 87 Undang-Undang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.


Pengadilan hubungan kerja di pengadilan negeri setempat dan pengadilan hubungan kerja di pengadilan negeri terdiri dari Hakim, Hakim ad-Hoc, Panitera Muda, dan Panitera Pengganti. Sedangkan, komposisi hakim Mahkamah Agung terdiri dari Hakim Agung, Hakim Agung Ad-Hoc, dan Panitera. Penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang dilaksanakan oleh Hakim melalui Pengadilan Hubungan Industrial dapat dilakukan melalui pemeriksaan dengan acara biasa dan pemeriksaan dengan acara cepat berdasarkan ketentuan hukum acara perdata. Berdasarkan Undang-Undang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial tahapan penyelesaian perselisihan hubungan industrial dengan dilakukan proses pemeriksaan dengan acara biasa pada pengadilan negeri (tingkat pertama) dengan tahapan penyelesaian sebagai berikut:(Print 1996)

a. Upaya perdamaian;


b. Pembacaan isi gugatan;


c. Jawaban tergugat;


d. Replik;


e. Duplik;


f. Pembuktian;


g. Pemeriksaan saksi-saksi;


h. Kesimpulan (konklusi) dari Penggugat dan Tergugat;


i. Putusan.


Jika salah satu pihak dalam persidangan tidak setuju dengan putusan yang telah ditetapkan oleh hakim, maka para pihak dapat melakukan upaya hukum untuk sesuatu hal tertentu yang melawan putusan hakim. Dalam beracara di pengadilan hubungan industrial tidak berlaku upaya hukum banding pada pengadilan tinggi. Hal ini dimaksudkan agar proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial dapat dilakukan secara cepat, tepat, adil dan murah, untuk mengurangi jenjang penyelesaian yang berkepanjangan. Yang berlaku pada Pengadilan Hubungan Industrial adalah hukum acara perdata yang berlaku pada pengadilan umum, kecuali yang diatur secara khusus dalam undang-undang.


Dalam upaya hukum atas putusan Pengadilan Hubungan Industrial, yakni upaya hukum biasa/kasasi. Adapun jangka waktu pengajuan kasasi adalah 14 hari sejak putusan dibacakan dalam persidangan atau terhitung sejak tanggal menerima pemberitahuan putusan. Jadi pihak penggugat dapat mengajukan upaya hukum berikutnya apabila dapat menunjukkan bukti baru di persidangan.


Dapat dipahami bahwa tidak ada upaya hukum banding dalam Perselisihan Hubungan Industrial (PHI). Putusan Pengadilan Hubungan Industrial yang menyangkut perselisihan hak dan perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dapat langsung dimintakan kasasi ke Mahkamah Agung. Sedangkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial yang menyangkut perselisihan kepentingan dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu Perusahaanmerupakan putusan tingkat pertama dan terakhir yang tidak dapat dimintakan kasasi. Pengaturan tersebut untuk menjamin penyelesaian yang cepat, tepat, adil dan murah.

Jadi pihak Penggugat hanya bisa melakukan upaya kasasi dan PK apabila ingin tetap mempertahankan haknya di Pengadilan. Hal ini harus diimbangi dengan adanya bukti yang memperkuat pengajuan pengajuan lanjutan dari penggugat tersebut.


Bagi pihak yang menang dalam persidangan telah memperoleh keputusan hakim yang menghukum pihak lawannya, maka ia berhak dengan alat-alat yang diperbolehkan oleh Undang-Undang untuk memaksa pihak lawan guna mematuhi keputusan hakim itu. Hak inimemang sudah selayaknya, sebab kalau tidak ada kemungkinan untuk memaksa orang yang dihukum maka Peradilanakan tidak ada gunanya.

PENUTUP


SIMPULAN

Uraian tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa:


1. Kondisi pandemi Covid-19 membuat pemeritah mengeluarkan regulasi baru untuk melindungi hak buruh dengan adanya SE Menaker No. M/3HK.04/III/2020, maka terdapat suatu ketentuan yang menjadi perlindungan bagi pihak pekerja atau Penggugat. Tetapi hakim tidak akan menjadikan SE Menaker No. M/3HK.04/III/2020 sebagai landasan dalam argumentasi hukum untuk memutus suatu perkara karena bukan bagian dalam peraturan perundang-undangan.


2. Tidak ada upaya hukum banding dalam Perselisihan Hubungan Industrial (PHI). Putusan Pengadilan Hubungan Industrial yang menyangkut perselisihan hak dan perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dapat langsung dimintakan kasasi ke Mahkamah Agung. Sedangkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial yang menyangkut perselisihan kepentingan dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu Perusahaanmerupakan putusan tingkat pertama dan terakhir yang tidak dapat dimintakan kasasi. Pengaturan tersebut untuk menjamin penyelesaian yang cepat, tepat, adil dan murah.


SARAN


1. Kepada Pemerintah, harus dapat mememberikan aturan lebih lanjut terkait perlindungan tenaga kerja, yag ana harus disesuaikan dengan kondisi saat pandemi Covid-19

2. Pada tenaga kerja diharapkan mampu memahami kondisi perekonomian saat ini karena dampak dari adanya pandemi Covid-19 dan pihak pengusaha diharapkan dapat melakukan musyawarah terkait setiap kebijakan yang mana terdapat hubungan hak buruh.
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